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ABSTRAK

Sinrang, Nomor Pokok 85 02 091, Penerapan Sanksl Pidana Terahap
Penangkapan lkan Secara llegal oleh Melayan di Kabupaten Selayar (1996 —
1898), (dibawah bimbingan Abdul Djalal Abubakar, dan Surya Jaya.)

Tujuan penulisan skripsi inl adalah untuk mengelahul penerapan sanksl
pldana ler nelayan yang melakukan penangkapan Ilkan secara llegal di
Kabupaten Selayar dan mengelahui upaya-upaya Pemeriniah Selayar dalam
menjaga kelestarian perairannya.

Fenelilian dilakukan di Kabupaten Selayar pada Kanlor Pengadilan
Megeri Selayar untuk menjawab permasalahan perfama lentang penerapan
sanks| pldana terhadap nelayan yang melakukan penangkapan lkan secara
ilegal di daerah tersebut. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian di
Kantor Dinas Perikanan, Polres dan Bagian Ekonomi Pemda Selayar uniuk
menjawap permasalahan kedua tenlang upaya Pemerintah Selayar dalam
menjaga kelestarian lingkungan perairannya.

Dafa sekunder diperoleh darl penelaahan terhadap fliteratur-lteratur dan
dokumen-dokumen. Sedangkan dala primer diperoleh melaluli wawancara
dengan berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang
dibahas. Dalam mengolah data penulis menggunaken analisis secara kuantitatif
dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi yang diterapkan oleh
Pengadilan MNegeri Selayar terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal
sangal rendah jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam
undang-undang. Rendahnya pulusan tersebut diawall darl rendahnya tuntutan
yang diajukan cleh Penuniul Umum. Hal inl menyebabkan penerapan sanksi
fersebut tidak efektif, sehingga menimbulkan kefidakpuasan dari masyarakal
umum. Pemerintah Kabupafen Selayar belum bisa melakukan upaya unluk
menjaga kelestarian lingkungan perairannya secara efeklif dan maksimal
disebabkan kurangnya sarana dan prasarana ‘untuk melakukan pengawasan,
disamping Hu kurangnya Kkoordinasl dan komunlkasi antara instansi-instansi
terkait dalam masalah lersebut semakin mempersulit upaya penanggulangan
dan pencegahan terjadinya tindak pidana tersebul.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadiral Aliah Rabbul Alamien atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan
penyelesaian skripsi ini,

Penulls menyadari bahwa dalam skripsi Ini masih lerdapal banyak
kesalahan dan kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isifmaterinya. Oleh
karena itu diharapkan selalu adanya kritik dan saran yang konstruktif dari semua
pihak.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan dengan tulus kepada !

1. Ayahanda tercinta {(Alm.) Puang Santo dan Ibunda Manlasa alas jasa-jasanya
membesarkan, mendidik dan membiayai serla tidak henti-hentinya mendoakan
penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djalal Abubakar, S.H., M.H. dan.Eapak Surya Jaya,
5 H. selaku Konsullan | dan Konsultan | yang telah banyak memberikan
bimbingan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Achmad Ali, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universilas Hasanuddin,

4. Seluruh Staf Pengajar di Fakullas Hukum Universitas Hasanuddin.

5, Kapolres Selayar, Bapak Letkol. (Pol) Drs. Hadi Sutoyo beserta seluruh
stafnya yang lelah memberikan datae-dala yang penulis perlukan.

6. Kelua Pengadilan Negeri Selayar beserta staf.



7. Kepala Dinas Perikanan Kaliupaien Selayar, Bapak Ir. Muh, Natsir Kadir
beserla siaf.

8. Kepala Bagian Ekonomi Pemda Selayar, Bapak Drs. A. Nur Halig beserta staf.

9. Saudara-saudaraku atas perhatian dan doanya.

10, Bhair, Makmur, Andos, Apply, Abhet, Adhy, All, Adik Acram dan Zhoel alas
bantuannya kepada penulis selama ini,

11, Awis, Halim, Aje, Bowo, Jamal, dan Anis atas bantuan dan persahabatannya,

12. Harda, Mia, Tasry, Marni dan Randy.

13. Serla semua pihak yang tidak dapat saya sebul satu persalu.

Semoga Allah, SWT membalas amal kebajikan mereka dengan pahala

yang berlipat ganda, Amien.

Makassar, Marel 2000

Penulls



DAFTAR ISl
Halaman

Halaman Judul ......ccovmmmmmmmmmmmainsinn R R S e D R L e i
Lembar PEngasalan ... e s e ssss s s sn s s e s eaes il
Lembar Persetujuan KOnSURAn ... s sias s ssnsss il
Lembar Persetujuan Menempuh Ujian SKripsi ..o I
AbSIrak ..o e e R B SR R e B it v
JCALE PORDIMIRIET . ocicicassssioimsonsichmsins i wubk oot s s g AW s S M vi
BRI s somemnomspmemss P RN e, || W vili
BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ... s sisssnscsanns 1

B. Rumusan Masalah ..o s s e 8

C. Tujuan dan Kegunaan PenuliSsan ... s
BABII TINJAUAN PUSTAKA

.F'..-Ar!i dan Tujuan Pemidanaan

.................................................... 10
B. Pengeriian Melayan ... e s s 16
C. Peraturan-Peraturan yang Berkaitan dengan Perikanan ......... 20

D. Pengertian Penangkapan lkan Secara llegal .......ccoccovvvivcnnenne. 22

E. Delik di Bidang Perkanan ... &0




e —

BAB 1

BAB IV

BABV

METODE PENELITIAN

A LOKBII POHBIRIANY viinravinsi ruisssssssnrmiiostrsss i wems prasiasinimissasigiasind. &1
B. Teknik Pengumpulan Data ...... R P SR DI ey 31
C. Populasi dan Sampel ... v 31

0. Jenis dan Sumber Data

1o J0ime Dl i s i e A A 32
2. SUMBAE TIALA ....c.onmmmiivnsmmisimismms i st LT 32
E. ANBISI DRIB civimiivimam i sman insis s id sbasiommsis v adas b anss s snan . 33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Melayan yang Melakukan
Penangkapan lkan Secara llegal Melalui Vonis Pengadilan
R I I i R S e S i it iess 34
B. Upaya Pemerintah Selayar dalam Menjaga Kelestarian
Lingkungan Perairannya
T DInEs Poilmnmn. s i s R R s 40

2. Upaya Kepolisian Resorl (Polres) Selayar ..................... 43
3. Upaya Pemerintah Daerah (Bagian Perekonomian) .......... 50
PENUTUP
A. Kesimpulan

B, BATEN .. cecrcharmmnstiriedsirnhiabbis e sy st s by S tatha duasms sagrnansasrmsny . DR

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejarah membukiikan bahwa anak-anak negeri in

ulung yang pernah merajal samudera dunia dengan keber
biasa diserlai keahlian dalam menaklukkan ganas nyae:*'gé'll:;mﬂang
samudera. Namun seiring wakiu berjalan kebanggaan itu kemudian seolah
sirna yang dimulai darl masuknya penjajah Belanda. Hal ini dibuktikan
dengan adanya larangan untuk membuat kapal perahu di atas 500 ton pada
saal pemerintah Kolonial Belanda berkuasa. Kondisi sepertl Ini nyaris tidak
terseniuh pada masa Soekarno yang kemudian diperparah pada masa
Orde Baru di bawah kendali Soeharto. Selama dua rezim sebelum
sekarang pemerintah benar-benar mengabaikan sekior kelautan, mereka
hampir tidak memiliki sama sekali orienlasi kelaulan yang menyebabkan
potensi kelaulan yang begitu besar lerabaikan dan terlantar.

Selelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (Rl) Periode
1999 - 2004, Abdurrahman Wahid yang lebih akrab disapa Gus Dur
menegaskan bahwa pola kebijakan pembangunan Masional yang akan
dilempuhnya adalah pembangunan dengan penekanan pada sektor
Kelautan disamping sektor Pertanian dan Industri. Penegasan itu kemudian
ditindaklanjuti dengan membeniuk departemen baru, yakni Departemen

Eksplorasi Laut dan Perikanan dan mengangkal Sarwono Kusumaatmadja




sebagal menterinya. Tentunya kita berharap bahwa dengan kebijakan
tersebul, potensi kelautan yang begitu besar yang dimiliki cleh bDangsa
Indonesia dapat dikelola dengan profesional dan berkelanjutan sehingga
dapat memberikan manfaat maksimal bagl peningkatan kesejahleraan
saluruh rakyat Indonesia.

Di samping Itu dengan pola kebijakan pembangunan tersebut kita
berharap laut fidak lagi sekadar menjadi tempal pelarian dari semakin
penatnya daratan, akan tetapi lebih dari itu laut menjadi alternatif yang tepat
mengingat potensi kelautan yang dimiliki Indonesia memang sangal besar.
Laut Indonesia amat luas sebagaimana negara kila biasa disebul sebagai
negara kepulauan (archipelago state). Tidak ada daratan Indonesia yang
tidak bersentuhan dengan laut, bahkan wilayah laul Indonesia lebih luas
dari wilayah daral yakni 62 % adalah wilayah laut dan hanya 38 % wilayah
daratan,

Kekayaan alam laut (marine resources) yang dimiliki Indonesia, baik
berupa kekayaan mineral (non lving resources) maupun kekayaan hayali
(Mving resources) merupakan hasil dari perjuangan panjang bangsa ini baik
melalui perjuangan fisikk maupun perjuangan diplomasi melalul meja
perundingan. Konsep Musanlara yang memandang laut sebagai satu
kesaluan dengan pulauv-pulau di sekilarnya merupakan hasil dari
perjuangan diplomasi yang sangat panjang pasca Deklarasi 13 Desember

1957. Adapun isi dari deklarasi fersebul antara lain menyebutkan :




sebagal menterinya. Tentunya kita berharap bahwa dengan Kebijakan
tersebut, potensi kelautan yang begitu besar yang dimiliki oleh bangsa
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Bahwa segala perairan di sekiar, di antara dan vyang
menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang
termasuk daratan MNegara Republik Indonesia dengan lidak
memandang luas alau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar
darlpada wilayah daralan Negara Republik Indonesia dan dengan
demikian merupakan baglan daripada perairan naslonal yang berada

di bawah kedaulalan mutiak daripada Negara Republik Indonesia ...
Konsepsi Musantara itu kemudian dikuatkan dengan penetapan Wawasan
Musantara sebagal Dasar Pokok Pelaksanaan Garls-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) 1973, Wawasan Nusantara dijadikan sebagai konsepsi
kesaluan wilayah, bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai
satu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) serta udara sebagali
salu kesatuan. Dengan demikian laut bukan lagi sebagai pemisah anlara
pulau yang salu dengan pulau lainnya, melainkan Justeru menjadi
pemersaty dari gugusan pulau-pulau yang merupakan bagian dari Negara
Rl.

Sebagal Negara yang memiliki wilayah perairan yang begifu luas,
tentu dibuluhkan adanya jaminan hukum berupa aluran perundang-
undangan bagi keamanan dan kelestarian ekosistem laut agar bisa
memberikan manfaal berkelanjulan serta:dapat menjaga wibawa negara
dan bangsa dari seliap ancaman baik dari dalam dan dari luar terhadap
kedaulatan wilayah laut. Oleh karepa Hu perlu ada penegakan hukum
sebagai upaya represif dan preventif terhadap perusakan ekosislem dan
rongrongan lain.

Seliap negara pasli akan berusaha menegakkan kedaulatannya alas

wilayah laut yang merupakan wilayah teritorial maupun Zona Ekonomi




Eksklusif (ZEE)-nya yang pengaturannya diakul oleh dunia internasional,
diantaranya melalui Konvensi Hukum Laut di Monlego Bay, Jamaica pada
tanggal 10 Desember 1982, yang biasa dikenal dengan Unifed Nalions
Convention on The Law of The Ruk The Sea (UNCLOS) yang mengatur
Rezim MNegara Hukum Kepulauan (archipefago). Konvensi lersebul
kemudian diralifikasl oleh pemerintah Indonesia dan selanjulnya dituangkan
dalam beniuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
(UU Perikanan).

Dengan demikian Indonesia berhak untuk mengatur kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan alam lautnya lermasuk
perikanan serla memberlakukan hukum nasional atas wilayah perairannya.
MNamun demikian masih banyak lerjadi pelanggaran-pelanggaran hukum
yang terjadi di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia. Salah satlu segmen
yang seringkall melakukan pelanggaran hukum tersebul adalah nelayan,
baik nelayan tradisional maupun nelayan modern dengan menggunakan
teknologi penangkapan ikan yang modern pula serla dibekali dengan Izin
Usaha Perikanan. Benluk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan
antara lain dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang,
melakukan penangkapan lkan di daerah konservasi Taman Laul yang
dilindungi, penangkapan spesies ikan langka yang diindungi ataupun
melakukan penangkapan ikan terlalu banyak (over fishering).

Kabupaten Selayar yang merupakan salah salu Kabupaten di

Sulawesi Selalan merupakan salu-satunya wilayah kabupaten di Sulsel
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kelautan yang cukup besar baik dari segi kuaniitas dalam arti“luasnya

yang terpisah dari Pulau Sulawesl. Keberadaanny

menempatkan Kabupaten ini sebagai Kabupalen yang

maupun kualilas dalan arti kandungan kekayaan alam di dalamnya. Salah
salu polensi Kelaulan yang sangat besar yang dimiliki daerah ini adalah
Taman Laul Nasional Taka Bonerate.

Letak Selayar yang amat stralegis, yailu membeniang dari selatan ke
utara - persis di kaki Jazirah Sulawesi — yakni ujung utara berbatasan
dengan Selat Bira dan Teluk Bone serta bagian selatan, baral dan timur
dengan laut Flores menyimpan polensi yang sangal besar. Posisinya
sebagal daerah kepulauan tersebul menempatkan polensi bahari sebagai
polensi yang paling menonjol. Polensi baharl tersebul berupa KekKayaan
alam laut dan wisata bahari yang difunjang oleh kekayaan laul berupa
keakekaragaman biota laut.

Di samping polensi besar sebagaimana disebulkan di atas, letak
yang strategis sebagaimana digambarkan ladi juga menyimpan berbagai
kendala. Kendala-kendala itu yang paling menonjol di antaranya adalah
masalah transportasi, akomodasi dan komunikasi. Dari segi transportasi,
Selayar hanya bisa dicapai dengan jalan laut dan udara. Parahnya lagi,
transporiasi laul kerap diperhadapkan dengan Kondisi laut yang sangat
ganas, lerulama pada musim baral. Sarana transportasl laul hanya sebuah
Kapal Penyeberangan (Ferry) plus beberapa buah kapal fradisional dari

kayu. Sementara uniuk lransporlasi udara belum dimungkinkan sebab




bandar udaranya masih sementara dalam tahap penyelesaian. Bandara
tersebut yang terletak lebih kurang 8 km dari Benteng (Ibu Kota Kabupalen
Selayar) rencananya bisa didarati pesawal jenis Fokker 28 dan N 250

Kendala dan tantangan tersebul di alas secara langsung dan lidak
langsung berpengaruh terhadap upaya perlindungan terhadap sumber daya
kelautan dan perikanannya, sebab di samping wilayah laut yang melingkupl
daerah ini sangal luas, juga diperhadapkan pada tanfangan Ilain
diantaranya ombak yang ganas. Kendala lain adalah kurangnya fasilitas
berupa sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan antara lain
berupa kapal alau speedbost. Hal tersebul lenlunya menjadi masalah
serius bagi penegakan hukum di perairan laut Pulau Selayar untuk
menghadapi ancaman pengrusakan dan pencemaran lingkungan perairan
baik dari luar maupun ancaman dari dalam daerah Selayar sendiri.

Kondisi tersebul memberl peluang dan kesempatan bagi pihak-pihak
yang lidak berlanggung jawab dengan memanfaatkan siluasi dan Kondisi
tersebul untuk melakukan tindak kejahatan di antaranya dengan melakukan
penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan cara-cara yang
bertentangan dengan ketenluan perundang-undangan yang berlaku.
Asumsi mereka adalah karena kecil kemungkinan petugas bisa memergoki
mereka melakukan kegiatannya. Bahkan yang lebih parah menurut

beberapa sumber terjadi perkoncoan antara oknum petugas dengan

mereka.




Salah salu hal yang mendorong wilayah perairan Selayar
seyogyanya mendapat perhatian serius adalah keberadaan Taman
Masional Laul Taka Bonerale (TMLTB) yang dipercaya merupakan taman
laul lerbesar ketiga di dunia, jauh lebih besar dari Taman Laut Nasional
Bunaken di Manado Sulawesi Ulara sana. Terjadinya penangkapan ikan
secara ilegal menurut beberapa sumber terkail menyebabkan rusaknya
beberapa bagian dari laman laut tersebul sebagaimana diakui sendiri oleh
Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Selayar,
Nur Halig. Oleh pengelola TNLTB luas taman laul tersebut diklaim 539.765
ha yang menurut penelilian mereka dihuni 231 jenis lerumbu Karang dan
285 jenis ikan karang serta 101 jenis mollusca. Hal inilah yang mendarong
ditetapkannya daerah tersebuf sebagai daerah terisolasi yang merupakan
wilayah larangan unfuk melakukan kegialan penangkapan ikan.

Penelapan kawasan larangan tersebut menimbulkan persoalan baru
disebabkan oleh karena tidak adanya balas-batas yang jelas dalam
kawasan tersebut. Hal ini dikeluhkan Abdul Rasyid salah seorang nelayan
yang tinggal di Appa Tanah (daerah di ujdng selatan Pulau Selayar) yang
biasa melakukan kegialannya di sekilar kawasan tersebut dalam
wawancara tanggal, 21 Februari 2000. ia mengemukakan :

Adanya zona larangan di Taka Bonerale menyebabkan kami

bingung, sebab fidak ada tanda-tanda atau batas-balas yang

dipasang untuk menjadl petunjuk bagi kami supaya fidak memasuki
daerah terlarang tersebul untuk melakukan penangkapan ikan.

Sampal pernah saya dan lima kawan saya yang lain ditangkap oleh

patroli dari Angkatan Laut karena dianggap melakukan penangkapan
ikan di daerah yang terlarang tersebut.




Salah salu hal yang mendorong wilayah perairan Selayar
seyogyanya mendapat perhalian serius adalah keberadaan Taman
Masional Laul Taka Bonerate (TNLTB) yang dipercaya merupakan laman
laul terbesar ketiga di dunia, Jauh lebih besar dari Taman Laul Masional
Bunaken di Manado Sulawesi Ulara sana. Terjadinya penangkapan ikan
secara ilegal menurut beberapa sumber lerkail menyebabkan rusaknya
beberapa bagian dari taman laul lersebul sebagaimana diakui sendiri oleh
Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupalen Selayar,
Mur Haliq. Oleh pengelola TNLTE luas taman laul tersebut diklaim 539.765
ha yang menurul penelitian mereka dihuni 231 jenis terumbu karang dan
285 jenis ikan karang serta 101 jenis mollusca. Hal inilah yang mendorong
ditetapkannya daerah tersebul sebagai daerah terisolasi yang merupakan
wilayah larangan untuk melakukan kegialan penangkapan ikan.

Penetapan kawasan larangan tersebut menimbulkan persoalan baru
disebabkan oleh karena lidak adanya balas-balas yang Jelas dalam
kawasan tersebut. Hal inl dikeluhkan Abdul Rasyid salah seorang nelayan
yang tinggal di Appa Tanah (daerah di ujdng selatan Pulau Selayar) yang
biasa melakukan kegiatannya di sekitar kawasan lersebut dalam
wawancara tanggal, 21 Februari 2000, la mengemukakan

Adanya zona larangan di Taka Bonerate menyebabkan kami

bingung, sebab tidak ada tanda-tanda atau balas-balas yang

dipasang untuk menjadl petunjuk bagi kami supaya tidak memasuki
daerah terlarang tersebut untuk melakukan penangkapan ikan.

Sampal pernah saya dan lima kawan saya yang lain ditangkap oleh

patroli dari Angkatan Laut karena dianggap melakukan penangkapan
ikan di daerah yang terlarang tersebuf.




Ungkapan polos dari nelayan tersebut hendaknya mendapal
langgapan dan tindak lanjut terulama dari pihak pengelola TNLTB, sebab
kalau tidak akan sering terjadi hal serupa seperti yang dialami Abdul Rasyid
dan rekan-rekannya, padahal mereka sesungguhnya benar-benar tidak
tahu tentang balas-batas wilayah terlarang tersebul,

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesla, di wilayah perairan
Kabupaten Selayar juga sering terjadi tindak pidana penangkapan ikan
secara llegal oleh nelayan, Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk
menulis skripsi dengan judul Penerapan Sanksl Pldana Terhadap
Penangkapan lkan Secara llegal oleh Nelayan dl Kabupaten Selayar

(1695- 1555).

Rumusan Masalah

Untuk menghindari kekaburan, kesalahpahaman dan pembahasan
yang terlalu luas yang justeru keluar dari pokok persoalan dalam penulisan
skripsi ini, maka penulis memandang perlu membual rumusan masalah
yang selanjulnya akan dibahas di dalam sb:[ips'r ini.

Adapun perscalan yang akan coba penulis uraikan di sini adalah :
1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana lerhadap nelayan yang mela-

kukan penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaien Selayar.

2. Bagaimanakah upaya Pemerintah Selayar dalam menjaga keleslarian

ingkungan perairannya.




Tujuan dan Kegunaan Penullsan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di
atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagl nelayan yang
melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Kabupalen Selayar.

7. Mengetahul upaya-upaya Pemerintah Selayar dalam menjaga
keleslarian perairannya.

Kemudian kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi aparat terkail, dalam hal ini Dinas
Perikanan, Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan dalam upaya
penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara llegal yang
dilakukan oleh nelayan.

2. Memberikan informasi kepada khalayak, terutama kepada masyarakal
Selayar sendirl untuk mengetahul potens| wilayah peralrannya dan
tanlangan-tanlangan dalam pengelolaannya.

3. Menambah khazanah kepustakaan dalam ilmu-iimu hukum khususnya

ilmu hukum pidana. o
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TINJAUAN PUSTAKA

Artl dan Tujuan Pemidanaan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang penerapan sanksi pidana

terhadap nelayan yang melakukan penangkapan lkan secara ilegal, terlebih

dahulu penulis akan mencoba menguraikan apa arti dari pemidanaan itu.

Van Kan (Hamzah dan Rahayu, 1983 : 22) menyatakan :

Hukum pidana itu tidaklah menciptakan norma yang baru. Norma
hukum yang sudah ada dipertahankan dengan jalan mengancam
pidana dan menjatuhkan pidana. Dengan demikian ketertiban hukum
mencapal alal yang tajam. Hukum pidana itu mengancam pidana
kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan
menjatuhkan penderitaan (pidana) itu kepada pelanggar.

Pendapat senada juga dikemukakan van Hammel (Lamintang, 1988 :

47) bahwa pidana atau straf adalah :

Sualu penderitaan yang bersifal khusus yang telah dijatuhkan oleh
kekuasaan yang berwenang uniuk menjatuhkan pidana atas nama
negara sebagai penanggung jawab dari kelertiban hukum bagi
seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang lersebut telah
melanggar suatu peraturan hukum yang harus dilegakkan oleh
negara. &

Selanjutnya Simons (Lamintang, 1988 . 48) menyalakan bahwa

pidana atau siraf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang

pidana telah dikailkan dengan pelanggaran lerhadap sualu norma yang

dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagl seorang yang bersalah,

Dari tiga penjelasan di alas tampak bahwa pidana alau siraf ilu

sebenarnya adalah penderilaan. la hanya merupakan alat wunluk

10
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mempertahankan norma hukum yang sudah ada untuk mencapai keterliban
hukum. Pemidanaan dijatuhkan ecleh sualu kekuasaan yang me mpumnyai
oloritas kewenangan untuk itu dengan berdasarkan pulusan hakim,

Dalam hubungannya dengan persoalan di atas, Sudarto (Lamintang,
1988 : 48) mengemukakan bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar
hukum sehingga dapat diartikan sebagal menelapkan hukum alau
memutuskan tentang hukumnya (berechifen).

Lebih lanjul Sudarto (Hamzah dan Rahayu, 1983 : 23) menjelaskan
sebagal berikut hukum pidana itu merupakan sistem sanks| yang negatif. la
dilerapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum
pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidair.

Penjelasan Sudarto tersebul menggambarkan bahwa pemidanaan
itu merupakan sistem sanksi yang negalif yang dalam tiga penjelasan
sebelumnya disebul sebagal penderitaan khusus. Sudarto juga sepakal
bahwa pemidanaan hanya merupakan alal alau upaya belaka, hanya saja
Sudarto menyebutkan bahwa pemidaan tersebul hanya merupakan upaya
alternatif sehingga dikalakan mempunyai fungsi subsidair.

Amat menarik pernyataan dari Plato dan Aristoteles bahwa pidana ilu
dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapl agar pelaku kejahatan
tidak berbuat jahat lagi dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan
serupa. Darl pernyataan ini terlihat bahwa pemidanaan flu sama sekall

bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai
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upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagal upaya
preventif lerhadap terjadinya kejahalan serupa.

Namun unfuk dapat benar-benar mewujudkan pemberian pidana
atau pemidanaan perlu perencanaan melalui beberapa lahap :

1. Penetapan pidana oleh pembual undang-undang ;

2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang ; dan

3. Pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Apa vyang dikemukakan di alas merupakan hal yang paling
menenukan sebab efektf dan berhasil tidaknya pemidanaan sangal
bergantung kepada realitas penegakan hukumnya. Hal ini sangal berkailan
dengan t;ga unsur hukum yakni materi hukum (substance of the law),
struklur hukum (sfructure of the law) dan budaya hukum (legal culiure)
dalam sebuah Eaayarahat- Materi hukum meliputi perangkal perundang-
undangan, kemudian strukiur hukum menyangkutl aparat penegak hukum
dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (fving faw) yang dianut
dalam suatu mawarakét.

Persoalan mendasar selanjutnya adalah siapa yang berhak atau
berwenang memberikan atau menjatuhkan pidana yang berupa penderitaan
khusus atau sanksi negalif tersebut. Jawabannya ialah negara melalui alai-
alatnya (pemerintah). Menurut Leo Polak pemerintah berhak menjatuhkan
pidana ateu memidana s$ebab pemerintahlah yang diserahi fugas

mengendalikan hukum ilu dan oleh karena itu berhak memidana melalui

alat-alat hukum pemerintah. Hak memidana fu merupakan atribut
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pemerintah, hanya yang mempunyal hak memerintah yang dapal
melaksanakan dan memberlakukan kehendaknya dan dengan demikian

berhak memidana.
Secara lebih terincl, Beysens (Hamzah dan Rahayu, 1983 | 22)
memaparkan mengapa negara berhak memidana .
pertama, sudah menjadl kodrat alam negara itu berlujuan dan
berkewajiban mempertahankan lata lerlib masyarakat afau
ketertiban negara. Disinilah tampak bahwa pemerintah itu benar-
benar memerintah. Berdasar atas hakekal dan manusia secara

alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran
lersebut dengan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan

ilu.
Kedus, pidana yang dialuhkan iu bersifal pembalasan kepada
perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang
dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifal
objektif memberi kerugian kepada seseorang kerena perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan dengan sukarela dan dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya.

Beysens memaparkan bahwa pemberian pidana alau pemidanaan
ilu merupakan salah satu eksistens! pemerintah bahwa pemerintah tu
benar-benar memerintah alau berkuasa. la juga memperlegas bahwa
pemidanaan itu merupakan findakan balasan telapl bukan sama sekall
dilandasi oleh dendam, tetapi harus bénar-benar objektif dan dapal
dipertanggungjawabkan.

Seielah mengetahui pengertian pemberian pidana atau pemidanaan
serla siapa yang berwenang atau berhak memberikan pemidanaan, maka
selanjulhya akan diungkapkan tujuan dari pemidanaan tersebut.

Mengenai lujuan pemidanaan ini, Prakoso (1984 : 31)

mengemukakan sebagai berikut
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Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagal salah
satu upaya untuk mengatasi masalah sosial lermasuk dalam bidang
kebljakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya
adalah untuk mencapai kesejahleraan masyarakal pada umumnya,
maka kebljakan penegakan hukum Inl pun termasuk dalam bidang
kebliakan sosial, yailu segala usaha yang regional untuk mencapal
kesejahleraan masyarakal.

Selanjutnya Prodjodikoro (1981:16) mengemukakan bahwa tujuan

pemi- danaan adalah :

a. Unluk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan
kejahatan, baik secara menakut-nakull orang banyak (generale
preventie), maupun secara menakul-nakuti orang lertentu yang
sudah melakukan kejahatan agar dl kemudian hari tidak
melakukan kejahatan lagi (speciale preventie), atau

b. untuk mendidik atau memperbaiki orang-crang Yyang
menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang-
orang vang baik tabialnya sehingga bermanfaal bagi
masyarakal.

Prakoso melihat pemberian pidana ilu sebagai upaya mengalasi
masalah sosial untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahleraan
masyarakat. Kemudian Prodjodikoro memandang pemlidanaan itu sebagal
alat mencegah lerjadinya kejahatan dengan jalan menakul-nakuli (generaf
preventie dan speciale preventie). Dl-samping itu ia juga berfungsi sebagai
alat rehabilitasi terhadap para pelaku kejahatan.

Sudario (1981 : 44 — 48) berpendapat bahwa dalam menghadapi
masalah kriminal/kejahatan, harus diperhatikan hakhal sebagai berikut :

Pertama, Wjuan penggunaan hukum pidana harus memperhalikan

tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakal adil

dan makmur yang merata materiil dan spiritul berdasarkan
pancasila, Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum
pidana berlujuan uniuk menanggulangi kejahalan dan mengadakan

penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi
kesejahieraan dan pengayoman masyarakat,
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Kedua, perbuatan yang diusahakan unluk mencegah atau
menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbualan
yang lidak dikehendaki yaitu perbualan yang mendatangkan
kerugian (materlil dan spirituil) atas warga masyarakal.

Ketiga, penggunaan hukum pidana harus pula memperhifungkan
prinsip biaya dan hasil.

Keempaf, penggunaan hukum pidana harus pula memperhalikan
kapasilas alau kemampuan daya kerja dari badan-badan penggerak
hukum, yailu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (over-
belasting).

Pendapal Sudarto tersebul sejalan dengan Prakoso bahwa tujuan
pemidanaan i#tu diarahkan kepada upaya mencapai kesejahleraan
masyarakat. Sudarlo Juga memberl warning kepada penegak hukum
supaya fidak melampaui beban tugas (overbelasting). Maksud darl warning
tersebul adalah agar tercapai apa yang dikemukakan sebelumnya bahwa
pemidanaan itu harus merupakan upaya pembinaan Jangan sampai justeru
merupakan lindakan balas dendam. Di samping itu juga agar pemidanaan
ilu benar-benar objektif.

Masalah pokok yang kita hadapi kemudian adalah karena sampai
pada hari ini belum ada rumusan baku lentang lujuan pemidanaan.
Rumusan tujuan pemidanaan itu baru Ia*mpah: dalam Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana MNasional (RKUHPN) Buku | Pasal 12
ayal (1) :

1). Unluk mencegah dilakukannya lindak pidana demi

pengayoman negara, masyarakat dan penduduk,

2). Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadl anggola

masyarakat yang berbudi baik dan berguna.

3). Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh findak
pidana.
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Sedangkan dalam ayat (2) - nya dinyatakan pemidanaan tidak
dimaksudkan unluk menderitakan dan merendahkan martabal manusia.
Rumusan yang baku itu menjadi urgen sebab rumusan baku ilu akan
menjadl pedoman bagl penentuan kebljakan mengenal persoalan-
persoalan mendasar selaniuliya misainya bantuk pemidanaan yang tepal.
Tujuan darl kebijakan menetapkan sanksi pidana lidak dapat
dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arli keseluruhannya, yaitu
perlindungan masyarakal untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan tersebul
tampaknya disetujui oleh seluruh anggota United Nations Asia and Fast
East Institute (UNAFED), dimana Indonesia termasuk anggotanya. Sebagai
kesimpulan bisa kita kemukakan bahwa hukum pidana hendaknya
dipertahankan sebagai salah salu sarana untuk social defence dalam arli
melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki [/
memulihkan kemball (rehabiltatie) si pembuat tanpa mengurangl
keseimbangan kepenlingan perorangan (pembuat) dan masyarakal.
Kesimpulan di alas juga memperlihalkan bahwa tujuan pemidanaan
menurul konsep RKUHPN bertolak dari suatu filosofi pembinaan

(phyfosophy freatment), antara lain refiabiifalie.

Pengertian Nelayan
Sesuai dengan fujuan dalam perumusan masalah, maka untuk

menghindari kekaburan, kesalahpahaman, dan pembahasan yang terialu
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luas, maka penulis memandang perlu untuk merumuskan pengertian dari
nelayan itu sendiri yang merupakan objek penelitian dalam skripsi ini .

Dalam Kamus Besar Bahasa indonesia (Dep. P dan K, 19838:356)
menjelaskan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya
menangkap ikan.

Pengertian Inl sejalan dengan pengerlian nelayan dalam Pasal 1
bulir 10 UU Perikanan yang menyebutkan bahwa nelayan adalah orang
yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Dalam dua pengertian dl atas terlihat bahwa nelayan pada
hakekalnya adalah orang yang aklivitas sehari-harinya adalah melakukan
penangkapan ikan sebagal mata pencahariannya. Nelayan Yyang
dimaksudkan di sini termasuk nelayan tradisional dan nelayan modern.

Melayan merupakan salah satu segmen dalam masyarakal kita yang
memperoleh perhatian serius dari pemerintah dalam rangka pembinaannya
unluk meningkatkan laraf hidup. Bukli perhatian pemerintah tersebul dapal
dilihat dari perhatian pemerinitah sebagaimana dituangkan dalam GBHN
1909 — 2004 Bab IV Sub B (Ekonomi) Butir ke-14 yang menyatakan :

Mengembangkan sistem kelahanan pangan yang berbasis pada
keragaman sumber daya pangan, kelembagaan dan budaya lokal
dalam rangka menjamin lersedianya pangan dan nutrisi dalam
jumlah dan mutu yang dibuluhkan pada tingkal harga yang
terjangkau dengan memperhatiken peningkatan pendapatan petani
dan nelayan, serla peningkatan produksi yang diatur dengan
undang-undang.

Petani dan nelayan selalu ditempatkan sebagai dua segmen

masyarakal yang harus diperhatikan secara khusus, mengingat merekalah
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tulang punggung pengadaan pangan naslonal yang utama. encapai

o TCH

tujuan seperli yang disebutkan di atas diperiukan ad{;ﬁ'ﬁém Eér daya
manusia terutama Kualitas sumber daya itlu dalam arti bgij_{‘al..‘.;;';n.ﬁelahuan
dan keterampilan yang dimilikl oleh nelayan fu sendiri untuk mengelola
sumber daya alam perikanan. Dari segi fisik, pengembangan sumber daya
manusia dlakiualisasikan melalul peningkatan pendapatan dan daya bell
rumah tangga keluarga nelayan serla peningkatan kualitas konsumsi
pangan dan gizi.

Persoalan cukup serlus yang dihadapl selanjutnya adalah karena
minimnya kuallas sumber daya manusia yang dimiliki oleh nelayan
terutama nelayan tradisional yang disebabkan oleh kurangnya pengelahuan
mereka terhadap kelestarian lingkungan yang berdampak secara infegral
pada rendahnya penghargaan mereka lerhadap kelestarian dan keindahan
lingkungan pantai dan perairan di sekitarnya.

Dalam sebuah Simposium Masional dengan Tema Pemuda dan
Pengem- bangan Kelautan yang diselenggarakan cleh Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam, Muchtar Abddllah (Saad dan Amrullah, 1994 :
27) mengemukakan sebagai berikut

Pengembangan Sumber Daya Manusia di sub seklor perikanan yang

merupakan kunci suksesnya pelaksanaan pembangunan perikanan

akan dilaksanakan dalam konieks yang lebih luas dan menyeluruh,
fidak hanya dimens| teknis, tetapl juga yang lebih mendasar antara
lain melipuli peningkatan harga dan kepercayaan lerhadap diri
sendiri, peningkatan kemampuan berwiraswasta, peningkatan

tanggung jawab dan bahkan secara bertahap diupayakan untuk
dapal merubah sikap/pola hidup nelayan yang cenderung konsumtif.
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Pembinaan kepada nelayan hendaknya tidak hanya ditujukan dalam
fungsi mereka sebagai lenaga kerja, lelapi juga dalam fungsi mereka
sebagai sumber daya manusia insani yang Dberupaya
menyeimbangkan kesejahleraan jasmani dan rohaninya. Dalam hal
ini kualitas lingkungan dan tata ruang pemukiman nelayan
seyogyanya lebih diperhatikan. Dalam hal inl pemukiman nelayan
adalah merupakan bagian integral dari sistem lala ruang agribisnis
perikanan yang efisien fanpa melupakan aspek kesehatan dan
keindahan lingkungan.

Demikian pentingnya pengembangan sumber daya manusia dl
bidang perikanan terutama peningkatan sumber daya manusia nelayan,
sampai Abdullah menyebulnya sebagai kunci suksesnya pelaksanaan
pembangunan perlkanan. Yang spesifik darl penjelasannya adalah bahwa
pengembangan sumber daya itu juga diarahkan pada perubahan pola hidup
yang cenderung konsumiif dari para nelayan. la Juga menekankan pada
aspek kesehafan dan keindahan dari lingkungan nelayan.

Sebagai solusi dari persoalan di atas periu kiranya memberikan
materl pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan secara
berkesinambungan dengan lidak melepaskan masyarakal nelayan dari akar
budayanya yang spesifik. Sistem pendidikan, lalihan dan penyuluhan
kepada nelayan, baik yang bersifal formal‘maupun informal, ataupun yang
bersifal sekolah atau luar sekolah seyogyanya cukup luwes, sehingga
dapal berinteraksl antara ritme kegiatan dengan nilai dan norma yang
bersifal lokal. Ini hanya bisa lerjadi jika kegiatan tersebut lerbuka unfuk
mengakomodasi nilai-nilal lokal lersebul.

Di lain sisi sistem lersebut haruslah bersifal desentralisasi sejalan

dengan tunfutan otonomi daerah, sehingga periu dikembangkan pusat-
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pusat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan reglonal di liep-liap daerah
otonom. Pengembangan sistem pendidikan, latihan dan penyuluhan bagi
nelayan hendaknya dilakukan berdasarkan perlimbangan keragaman
keunggulan kemparatlf dan keunggulan kompetitif sumber daya perikanan,
permintaan pasar lenaga tenaga kerja, upaya penerapan mutu leknologi,
lokasi pengembangan dan arah kebijakan pengembangan perikanan di

tiap-liap daerah.

Peraturan-Peraturan yang Berkaltan Dengan Perlkanan

Sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya Perikanan agar
kelestarian sumber daya dan ekosistem perikanan dapatl dipertahankan
kelestariannya, maka pemerintah menelapkan peraturan-peraturan di
bidang perikanan yang selanjulnya menjadi landasan konstitusional dalam
pengelolaan polensi perikanan di wilayah Negara Rl. Kelentuan-ketentuan
itu dituangkan dalam undang-undang maupun peraluran-pelaksanaannya.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1845
menyebutkan bahwa bumi, air dan kaka?'aan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan uniuk sebesar-besamya
kemakmuran rakyatl.

Ketepluan Pasal 33 ayal (3) UUD 1945 inl mencakup aspek yang
sangal luas, sebab bukan saja segala sekior kehidupan berupa bumi

(daral) dan air (laut), tetapi juga meliputi kekayaan alam yang terkandung di

dalamya.
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Adapun ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksa-
naannya di bidang perikanan antara lain :

1. Undang-Undang MNomor 19 Tahun 1961 lenlang Ratifikasi Tiga
Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenal Hukum Laul, yang salah
salunya adalah Konvensi Mengenai Pengambilan Ikan Serla Hasil Laut
dan Pembinaan Sumber-Sumber Hayati Laut Bebas.

2. Undang-Undang Nomor § Tahun 1983 lentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (UU ZEEI).

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan,

4. Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 1990 lemlang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayali dan Ekosistemnya.

5. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

6. Peraturan Pemerintah
Peraiuran Pemerinlah yang berkailan eral dengan masalah perikanan
anlara lain :

a. Peraluran Pemerintah Nomor 46 Tahun 1957, Lembaran MNegara
Momor 189 Tahun 1957 tetang Penyerahan Sebagian dari Urusan

Pemerintah Pusal di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan Rakyat,

Kepada Daerah Tingkal |.
b. Peraturan Pemeriniah Momor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
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¢. Peraturan Pemerintah Momor 15 Tahun 1920 tenlang Usaha
Perikanan yang dimual dalam Lembaran Negara Nomor 19 Tahun
1990.

I1. Peraturan Pelaksanaan Lainnya

Peraturan Pelaksanaan lainnya tetap menjadi dasar dalam pengelolaan

sumber daya Perikanan. Peraturan-peraturan Pelaksanaan itu antara

lain :

a. Surat Kepulusan Menteri Pertanian Nomor 475 f KPTS [1K.120 /
17/1985 yang diletapkan pada tanggal 1 Jull 1985 tentang Perizinan
Bagi Orang alau Badan Hukum Asing untuk Menangkap lkan di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

b. Surat Keputusan Menteri Pertanian Momor 815 / KPTS /1K.120 / 11/
1990 tentang I1zin Usaha Perikanan.

¢. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat | Sulawesl Selatan Nomor 15
Tahun 1990 teniang Izin Usaha Perlkanan,

d. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat || Kabupalen Selayar.

L]

Pengertlian Penangkapan lkan Secara liegal

Komunitas Ikan di laul merupakan res nulips (lidak mempunyal
pemilik). Oleh karena berdasarkan Pasal 33 ayal (3) UUD 1945, vang
menyebulkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai cleh negara ... , maka lkan-ikan yang berada dalam

perairan Megara Rl dengan sendirinya berada dalam penguasaan Negara
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Rl yang berarti pula pengelolaannya harus sesual dengan prosedur dan
aturan main yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Rl. Prosedur atau
aluran main yang dimaksud adalah UU Perikanan. Jadi jelaslah bahwa
negara berhak mengatur keglatan-kegiatan yang berhubungan dengan
pengeloiaan sumber daya perairan khususnya perikanan.

Dalam Deparlemen P dan K (1989 : 177), kala pencurian diartikan
sebagai perkara atau perbuatan mencuri, Pengertian ini berbeda dengan
pengertian sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan. Hal
tersebut dapatl dimaklumi sebab pengertian menurul perundang-undangan
harusiah memenuhi unsur-unsur yang lengkap dari sualu pasal yang
didakwakan [ika terjadi pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan
itu sendiri, maupun unluk merumuskan sebuah lindakan apakah masuk
kategori tindak pidana atau bukan. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum
Pldana (KUHP) menegaskan sebagai berlkut :

Barangsiapa mengambil sesualu barang, yang sama sekall alau

sebagian lermasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

memiliki barang itu dengan melawan hak, dipenjara selama-lamanya
lima fahun atau denda sahanyahbaqﬁhnrﬂ Rp 90.000. -

Unsur delik, adalah Pasal 362 KUHP sebagai berikul .

a. Perbuatan mengambil ;

b. Yang diambil harus sesualu barang ,

¢. Barang lersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; dan

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan

melawan hukum,
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Dengan demikian melakukan penangkapan ikan dengan cara yang
bertentangan dengan kelentuan perundang-undangan yang berlaku dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana.

Selanjutnya istilah ‘ikan’ sebagaimana Deparlemen P dan K (1989 :
3102) diartikan sebagai binatang bertulang belakang (verfebrafa) yang hidup
di air. Sedangkan di dalampenjelasan Pasal 1 UU Perikanan, lkan dlartikan
sebagai semua jenis ikan, termasuk biota perairan lainnya, yakni :

a. lkan yang bersirip |

b. Udang, rulungan, kepiting, dan sebagalnya (crustacea) ,

. Molluscs

d. Ubur-ubur dan sebagainya (coelentrata) ;

e. Teripang, bulu babi dan sebagainya (echinodermata) |

f. Kodok dan sebagainya (amphibis) ;

g. Buaya, penyu, kura-kura, blawak, ular alr, dan sebangsanya (rept/fa) |
h. Paus, lumba-lumba, pesul, duyung dan sebangsanya (mamala) |

| Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air (aigae) |
j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis di atas.

Dalam penjelasan Pasal 1 UU Perikanan tersebut tampak bahwa
bukan saja ikan yang seharkhari dipasarkan dan kita konsumsi yang
termasuk dalam kategori ikan akan telapi semua jenis biola perairan laul
dimasukkan didalamnya, baik ikan maupun biola perairan lainnya. Dengan
sendirinya berarli pula pemenfaalan dari keseluruhan bicta laut tersebut

harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
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Selelah mendapal gambaran lentang pencurian dan lkan,
selanjulnya penulis akan mengungkapkan pengertian penangkapan ikan.
Pasal 1 Angka 6 UU Perikanan menyebutkan sebagai berikul :

Penangkapan ikan adalah kegialan yang berlujuan uniuk

mempercleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan

dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan
yang mengunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, mengolah atau mengawelkannya.

Persoalan yang muncul kemudian adalah siapa-siapa saja yang
boleh melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.
Berdasarkan Pasal 9 UU Perikanan, yang boleh dan berhak melakukan
penangkapan ikan adalah sebagai berikut:

(1) Usaha perikanan di wilayah perikanan Rl hanya boleh dilakukan oleh
warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia,

(2) Pengecualian terahdap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) hanya diberikan dibldang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut
menyangkul kewajiban Megara Rl berdasarkan kelenluan perselujuan
Internasional atau hukum internasional yang berlaku.

Sebelum kelahiran UU Perikanan térsebul telah di undangkan pula
Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim yang hanya mem berikan
kesempalan kepada Bumiputera uniuk melakukan penangkapan ikan di
lingkungan marilim, terkecuali orang asing yang mendapal izin dari
pemerintah.

Uraian di atas memberikan gambaran bagaiman peran undang-

undang di dalam membalasi ruang gerak pihak pihak yang akan melakukan
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eksploitasi dan eksplorasi sumber daya perikanan negara kita sebagai solusi
penanggulangan bagi lerjadinya tindakan perusakan lerhadap lingkungan
laut serta sebagai upaya preventif, meskipun sampai sekarang ini, ancaman
akan timbulnya gangguan tersebul masih tetap ada setlap saal.

Sementara bagi yang memiliki izin melakukan penangkapan ikan di
wilayah perairan Indonesia kemudian melakukan penangkapan Yang
bertenfangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(penangkapan secara ilegal), apakah dapal didakwa dengan pencurian
barang sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ? Sehubungan dengan
pertanyaan tersebul, Harahap (1983 : 177) mengemukakan

Dalam prakiek, membuat delik-delik yang oleh masyarakat diberikan
kualifikasi lersebul, sehingga di jatuhi pidana oleh pengadilan
berdasarkan pasal 362 KUHP. Kalau dipelajari secara mendalam
peristiwa pencurian semacam itu sebenarnya bukan merupakan dellk
pencurian seperti yang dikualifisic dalam pasal 362 KUHP sebagali
pencurlan barang.

Dari argumen di atas tampak bahwa ada salu hal yang masih
menjadi ganjalan tentang unsur dari lindak pidana yang kemudian
dikualifisir ke dalam Pasal 362 KUHP aplakah memenuhi rumusan delik
atau fidak. Unsur yang dimaksud adalah sebagian atau seluruhnya
kepunyaan orang lain. Masalah ini muncul sehubungan dengan konsep res
nuliys yang berkembang sejak abad ke-17 yang menganggap lautan serta
isinya (termasuk ikan-ikan) lidak ada yang memilikinya. Oleh karena flu

maka ikan-ikan yang secara kebefulan berada di perairan Indonesia (sebab

tidak ada yang bisa menjamin bahwa kan-ikan itu akan menyeberang ke
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wilayah perairan negara lain) dengan sendirinya dapat dimanfaatkan
sepenuhnya, Akan tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya kelentuan
Pasal 33 ayal (3) UUD 1945 menempalkan negara sebagai penguasa
sumber daya perairan termasuk lkan-lkan di dalamnya. Sebagal
konsekuensinga negara berhak memberiakukan aturan-aturan dalam
melakukan pengelolaan sumber daya alam perlkanan.

Jadi dapal disimpulkan bahwa pengeriian penangkapan ikan secara
ilegal adalah kegialan yang berfujuan memperoleh/mendapatkan ikan di
perairan laut yang tidak dibudidayakan, akan tetapl di dalam melakukan
kegiatan tersebut menggunakan cara-cara yang berlenlangan dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dellk di Bidang Perikanan
Delik di bidang perikanan dapat dilihal dalam ketentuan pidana dari
UU Perikanan. Delik-delik itu antara lain :
Pasal 24 :
Barangsiapa di dalam wilayah perairan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf D
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal & ayat (1)
dan pasal 7 ayal (1) dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya
Rp 100.000.000,- (seratus jula rupiah).
Kelentuan di alas memberikan yurisdiksi berlakunya kelenluan

tersebul yakni berdasarkan pasal 2 huruf 2 dan b yang meliputi |
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a. wilayah perairan Indonesia , dan
b.  sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam
wilayah Republik Indonesia,
Kemudian ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UU Perlkanan vyang
dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum unfuk

melakukan kegialan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan

menggunakan bahan dan/atau alal yang dapal membahayakan kelestarian
sumber daya ikan dan lingkungannya,

Sedangkan Pasal 7 Ayal (1) UU Perlkanan berisi larangan bagl
seliap orang alau badan hukum unluk melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan danfatau
lingkungannya,

Kemudian dalam Pasal 25 UU Perikanan disebutkan :

Barangsiapa di dalam wilayah perairan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf 8 dan huruf b

melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin "

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 :

a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5§ (lima) tahun
alau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal
bermotor berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau lebih ;

b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun
6 (emam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp
25.000.000,- (dua puluh lima jula rupiah), apabila dalam
kegiatannya menggunakan kapal bermolor berukuran kurang
dari 30 (tiga puluh) gros ton.

Dalam Pasal 10 UU Perikanan diatur lentang kewajiban bagi setiap

orang alau badan hukum yang melakukan usaha di bidang perikanan untuk

memiliki izin usaha perlkanan dengan pengecualian bagi nelayan atau
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petani ikan kecil yang sifal usahanya hanya untuk memenuhi kebutuhan
hidup.

Kemudian dalam Pasal 26 Uy Ferikanan menegaskan :

Barangsiapa di dalam perairan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha di
bidang perikanan di bidang pembudidayaan ikan tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana
kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 5.000.000 - (ima juta rupiah).

wedangkan dalam Pasal 27 UU Perikanan menyebulkan ;

(1} barangslapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan
pasal 4 dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp
25.000.000,- (dua puluh lima jula rupiahj

(2) barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan
pasal 20 dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya
Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Ketentuan Pasal 4 UU Perikanan ini memberikan wewenang kepada

menteri untuk mengeluarkan kelentuan-ketenluan dalam pelaksanaan

p

1.

2.

enge-lolaan sumber daya lkan. Ketentuan-ketentuan itu meliputi :

Alat-alal penangkapan ikan ;

Syaral-syaral leknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal
perikanan; :

Jumiah yang boleh dilangkap dan jenis serla ukuran ikan yang tidak
boleh ditangkap ;

Daerah, jalur dan waklu atau musm penangkapan ;

Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabiltasi dan peningkatan

sumber daya ikan serla lingkungannya ;

Penebaran ikan jenis baru ;
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F 3 FPembudidayaan lkan dan perlindungannya ;

Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan ;

9. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai lujuan pengelolaan

sumber daya ikan.

Sedangkan Pasal 20 UU Perikanan berupa kewenangan menter
menelapkan larangan pengeluaran atay pemasukan jenis jkan lertentu darl
dan ke wilayah RI.

Terakhir ketentuan Pasal 30 UU Perikanan

Barangsiapa melanggar ketenluan-ketentuan undang-undang ini di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dipidana sesuai dengan
ketertuan pidana dalam Undang-Undang MNomor & Tahun 1983
tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.




BAB I
METODE PENELITIAN

Lokasl Penelitlan

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Selayar dan lempal yang
akan penulis kunjungi dalam upaya mengumpulkan data-data adalah :
1. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Selayar ;
2. Kepolisian Resort Selayar ;
3. Pengadilan Negeri Selayar :

4. Bagian Ekonomi Pemda Selayar ;

Teknlk Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan teknik
wawancara dan mengambil data pada Pengadilan Negeri Selayar. Penulis
akan mewawancaral pejabat-pejabal berwenang di Kabupalen Selayar

seperli yang disebulkan dalam penjelasan di atas.

Populas| dan Sampel .
Populasi adalah semua staf

1. Dinas Perikanan Kabupaten Selayar.

2. Bagian Ekonomi Pemda Kabupalen Selayar.
3. Kepolisian Resort Selayar.

Dan 35 buah wvonis FPengadilan Negeri Selayar (1995-1999) vyang

berhubungan dengan penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan,




Sedangkan sampel adalah 50 % polpulas! sebagal berikut

Responden :

1. Dinas Perikanan 1 orang.

2. Bagian Ekonomi Hidup Pemda Selayar 1 orang.

3. Kepolisian Resort Selayar 2 orang.

Putusan Pengadilan Negerl Selayar (1995 - 1999) sebanyak 35 buah

dengan sampel 18 buah atau 50 % dari putusan tersebut.

Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam Penelitian ini, jenis data penulis yang penulis guna pemecahan
masalah seperti yang dirumuskan sebelumnya adalah
a. Data Primer, yakni diperoleh langsung dari responden dan hasil
analisis sampel pulusan Pengadilan Negeri Selayar,
b. Data sekunder, yallu dala yang diperoleh dari literatur dan peraluran
perundang-undangan.
2. Sumber Data
Sumber Data yang penulis harapkan unifuk dapal penulis gali dan olah
lebih lanjut adalah :
a. Vonis Pengadilan Negerl Selayar tentang Penerapan Pidana
Penangkapan [kan Secara llegal sebanyak 18 buah.

b. Staf Bagian Ekonomi Pemda Selayar 1 orang, Dinas Perikanan

Kabupaten Selayar 1 orang dan Kepolisian Resort Selayar 2 orang.
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Analisls Data

Dalam menganilisi data yang penulis telah peroleh, digunakan analisis
secara Kuantitalif dan secara kualitatif. Secara kuantitatif maksudnya

verdasarkan jumiah data atau responden dengan menggunakan tabel

frekuensi dengan prosentase rumus

f
P=— x 100%
n
p = prosentase
f = frekuensi
n = jumlah

Sedangkan secara kualitalif maksudnya pemberian kategori .




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEM BEAHASAN

A. Penerapan Sanks| Pidana Terhadap Nelayan yang Melakukan Penang-
kapan lkan Secara llegal melalul Vonis Pengadilan Negerl Selayar

Terjadinya penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bom
alau handak dan pembiusan sangal merusak sumber daya kelautan dan
perikanan serta mengancam kelestariannya. Oleh karena itu harus dilakukan
Upaya preventif sedini mungkin dan para pelaku yang sudah melakukan tindak
pidana tersebul harus ditindak sesuai kelentuan peraluran perundang-
undangan yang berlaku.

Berdasarkan kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya, Pengadilan
Megeri Selayar lelah memeriksa dan memutus perkara-perkara termasuk
perkara penangkapan ikan secara llegal. Dalam Periode 1995 — 1009, kasus
penangkapan Jkan secara ilegal yang dilimpahkan dan dipulus oleh
Pengadilan MNegeri Selayar dapat dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1. Perkara Perikanan yang Dilimpahkan ke Pengadilan Negerl
Selayar { 1995 — 1999 ) :

e

Tahin ! P %)
1885 7 20,00
14986 10 28.57
19407 3 8.57
1998 15 42,86
1998

n I 100

Sumber . Dala Pengadilan Negeri Selayar, diolah penulis
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Selama Periode 1995 _ 1999, jumlah kasus penangkapan kan secara
legal yang dilimpahkan olen Penuntul Umum ke Pengadilan Negeri Selayar
adalah 35 perkara. Perkara lerbanyak adalah pada Tahun 1998 yaitu 18
perkara atau sebesar 42 g6 % Sedangkan pada Tahun 1999 sama sekall
lidak ada perkara perikanan ¥ang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Selayar.
Berdasarkan sural dari DPRD Selayar fertanggal 13 Januarl 2000 No,
161.4/20/DPRD//2000 jumlah kasus perikanan adalah sebanyak 9 kasus dan
kesemuanya kini sudah dilangani oleh Polres Selayar untuk penyelidikan dan
penyidikan lebih lanjut,

Banyaknya perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selayar

dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel Z. Perkara Perikanan yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Negeri
Selayar ( 1995 — 1999 )

%

Tahun f po{%)
1885 7 20,00
18886 10 28,57
18487 3 8,57
18688 15 42 86
1899 - i

n 35 : 100

Sumber : Data Pengadilan Negeri Selayar, diclah penuis.

Data di atas menunjukkan bahwa dari 3% perkara perikanan yang
diajukan ke Pengadilan Negeri Selayar oleh Penuntul Umum sebagaimana
terlihat dalam Tabel 1, sudah selesai seluruhnya diputus oleh Pengadilan.

Selanjutnya dari 35 perkara lersebul, penulis akan mengambil sampel

sebanyak 18 kasus alau 50 % untuk pengamatan lebih lanjut tentang
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enerapan sanksi pj i
p Pan sanksi pidana bagi pelaky penangkapan ikan secara flegal di

Kabupaten

p Selayar. Yang pertama akan penulis amali adalah peraturan
erundang- i
P g-undangan yang dﬂeraphanterhadap pelaku tindak pidana tersebut
seperti terlihat dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3. :eraturan Perundang-undangan yang Diterapkan Terhadap
elaku Penangkapan Ikan Secara Hegal { 1995 - 1998 )

Thn Mo. Perkara PsG(1)joPs24 Psq (1)UUNe  UU No. 12/Drti 951

UU Perikanan 12/Drt/1951 + Ps 22 {1)UULH

1885 11/Pid/B/PN Sty v E i
12/Pid/B/PN.Sly V - 9
34/Pid/B/PN.Sly .
3I5/PId/B/PN Sly X

1086  8/Pid/B/PN.Sly 3
A/Pid/B/PN.Sly v, . _ !
10/Pid/B/PN.Sly & 2 |
20/Pid/B/PN.Sly : .
34/Pid/BIPN.Sly "

1987  1/Pid'B/PN.Sky -
5/Pid/B/PN Shy :

1898  4/Pid/B/PN.Sly -
5/Pid/B/PN.Sly .
T/PidB/PN.Sly - f
15/Pld/B/PN.Sly -
20/PiId'B/PN Sy v - "
22/PId/B/PN.Sly - v g
23Pid/BIPN.Sly - v 3

Jml 18 perkara 4 (22,22%) 11 (64,11%) 3 (16,67%)

Ket. V = ya
- = lidak
Sumber : Data Pengadilen Negeri Selayar, diolah penuvls

L~
i

= =

L
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Data tersebul memperlihatkan bahwa ketentuan perundang-undangan
yang diterapkan terhadap pelaku findak pidana penangkapan ikan secara
ilegal adalah -
1.Pasal 1 ayat (1) UU. darural No. 12/Dri/1951 LN. Tahun 1951 No. 74

ancaman maksimalnya adalah hukuman mati alau penjara seumur hidup
atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

2. Pasal 24 UU, Perikanan dengan ancaman penjara selama-lamanya 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,-
(seratus Jula ruplah).

3. Pasal 22 ayat (1) UULH yang juga memberikan ancaman penjara selama-
lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau dends sebanyak-banyaknya Rp
100.000.000,- (seratus jula rupiah).

Data tersebul juga memperlihatkan bahwa UU Darural Tahun 1951
merupakan aturan yang paling sering diterapkan, yaitu sebanyak 11 kali atau
sebesar 61.11 %, menyusul UU Perikanan 4 kali alau 22,22 %. Sedangkan

UULH hanya 3 kali atau 16,67 % dan dilerapkan berbarengan dengan UU

i

Darural 1951.

Setelah mengamati dakwaan yang diterapkan dalam Tabel 3, selan-
jutnya akan kita lihat besarnya sanksi pidana yag dituntut oleh Penuntul Umum

terhadap perkara-perkara penangkapan lkan secara ilegal dalam Tabel 4 di

bawah ini :
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Tabel 4. Tuntutan Terhadap Pelaky Penangkapan lkan Secara llegal dl
Kabupaten Selayar ( 1995 — 1999 )

Mo. Lama Tuntutan {bulan)

f p (%)

s =B 7 38,38

2. 7-12 4 L

3, 13- 13 4 e
ik 8= 5L 3 1,67
0 18 100

Sumber : Data Pengadifan Negeri Sefayar, diolah penulis.

Data tersebut menunjukkan tuniutan terberal adalah 19 - 24 bulan
sebanyak 3 kasus atau 16,67 %, sedangkan tunlutan paling ringan selama 1 -
6 bulan merupakan tuntutan yang paling banyak yaitu 7 kasus atau 38,89%.
Dengan melihat kenyataan tersebut, Jka dibandingkan dengan berat sanksi
pidana yang diancamkan dalam peraluran perundang-undangan yang
didakwakan ternyala ada kesenjangan yang sangat jauh. Tunfutan yang
diberikan cleh Penuntut Umum lerlalu rendah. Oleh karena itu penuntut dalam
hal ini jaksa perlu memberikan tuntutan yang lebih proporsional di masa yang
akan datang.

Setelah melihal dan mengamatl tabel gi atas, selanjulnya akan penulis

uralkan mengenal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan

lkan secara ilegal di Kabupaten Selayar seperti terlihat dalam Tabel § sebagai

berikut :
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Tabel 5. Penerapan Sanksl Pida I
ha Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan
Secara llegal dj Kabupaten Selayar { 1995 - 1899 :lH P

Mo. Lama Hukuman (bulan) f p{%)
1 1 7 18,88
2. 7-12 5 i1.78
3. 13-18 3 16,687
4, 18- 24 2 1.1
5. 25 - 30 I 3,35
n 18 100

Sumber : Data Pengadilan Negeri Selayar, diokah penuis,

Tabel § tersebut mem perlihatkan bahwa hukuman paling ringan yaitu 1
— 6 bulan merupakan hukuman yang paling sering diterapkan terhadap pelaku
penangkapan ikan secara ilegal di Kabupalen Selayar, yakni sebanyak 7
kasus alau 38,89 %. Sedangkan sanksi yang paling beral adalah pidana
penjara selama 25 - 30 bulan hanya diterapkan 1 kali atau 5,55 %.

Sama halnya dengan tuntutan, putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku
penangkapan ikan secara ilegal juga sangat jauh dari apa yang diatur dalam
ketentuan perundang-undangan, bahkan seperli terlihal dalam Tabel 5 di atas,
justeru hukuman paling ringaniah yang paling 4$arln1;| diterapkan.

Adapun yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim dalam
menjaiuhkan putusan yang ringan adalah karena terdakwa baru pertama kali
melakukan pemboman/pembiusan ikan, sopan di pengadilan, menyesali

perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

o LT T R
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1. Dinas Perikanan

- SR e S T

Mengantisipasi meningginya Intensitas penangkapan lkan secara

llegal di perairan Kabupaten Selayar, pihak Dinas Perikanan Kabupaten '

Selayar mengaku tidak berdaya. Mereka hanya bisa memberikan upaya
pembinaan terhadap nelayan lokal untuk bisa menjaga kelestarian
lingkungannya. lupun tidak seluruhnya bisa dijangkau dan juga tidak
seluruhnya bisa mengerti dengan pemberian penyuluhan. Bahkan diberikan
pelatihan pun mereka masih ada yang berupaya melakukan penangkapan !
ikan dengan cara-cara flegal. Belum lagi yang sering melakukan |
penangkapan ikan secara llegal lersebul kebanyakan berasal dari luar .
wilayah Kabupaten Selayar, anlar lain dari Bali, Makassar, Sinjai, Buton,
Musa Tenggara dan beberapa daerah lain di sekilarnya.

Secara gamblang Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Selayar,
Muhammad Nalsir Kadir memaparkan bagaimana kondisi lembaga yang
dipimpinnya, yang baginya lidak lebih darl “lembaga arsip®, ilupun cuma

]

mengurusi arsip-arsip rekomendasi untuk lzin Usaha Perikanan (IUP),

sebab pihaknya cuma merekomendir pengusaha alau nelayan yang ingin
memperoleh IUP. Izin itu sendiri dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Propinsi

sylawesi Selatan. Kemudian perhatian Pemda Selayar yang baginya sangat

kurang menyebabkan instansinya hampir-hampir tidak dapat menunjukkan

hal menurutnya jika melihal potensi Kabupalen Selayar,

kiprahnya, pada
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seharu
#hya seklor perikananiah yang memperoleh perhatlan  lebih
dibandi i i
ing seklor lainnya seperli pertanian dan industri, la mencontohkan

kendaraan operasional yang hanya sebuah sepeda motor butul, semenlara

kendaraan operasional di laut sama sekali tidak ada. Tambahan lagi stafnya
cuma 7 orang. Bagaimana mungkin unluk melakukan pengawasan uniuk
wilayah laut yang begitu besar, keluhnya.

Nalsir mensinyalir adanya perkoncoan antara pelugas dengan pelaku
penangkapan Ikan secara llegal. la mencontohkan kasus pemboman yang
dilakukan oleh 7 orang nelayan, namun kemudian dilepas salu persatu.
Saya punya saksi dan informasi inl layak dipercaya, tegasnya. Baginya,
yang juga harus berlanggung jawab dalam hal penangkapan ikan secara
ilegal adalah penadah hasil penangkapan secara ilegal tersebut, sebab
biagsanya antara penadah dengan pelaku sudah punya kesepakatan
sebelumnya. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan handy lalky (HT)
pada satu call sign, dimana biasanya penadah tersebutlah yang menjadi
pengontak atau infelectual dader terjadinya‘tindak pidana penangkapan ikan
tersebul dengan memanfaalkan nelayan tradisional. Nalsir

secara ilegal

berpendapat bahwa seyogyanya para penadah tersebul mendapal

hukuman sama seperti penadah dalam kasus penc urian sepeda molor atau

penadahan barang curian lainnya.

Menyinggung mengenal masa depan pembangunan perikanan di

terbeniuknya departemen baru yaitu

Kabupaten Selayar, ferutama pasca

= T DR
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Departemen
P Eksplorasi Laut dan Perikanan serta dalam rangka pember-

lakuan olonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1998,

MNatsir mengemukakan *

Saya pesimis, saya fidak '

' yakin selama ego sekior masih
mengemuka, Sehlnr_ perikanan akan terus fermarginalkan, sebab
Yang selalu ada di daerah itu adalah ego seklornya. Padahal

seharusnya di Kabupaten Selayar ini sekior perikanan seharusnya
memperoleh prioritas di samping sektor lainnya.
(Wawancara, 22 Febryari 2000)

Persoalan lain yang Juga sangal urgen adalah tidak adanya
penyampaian darl pengadilan maupun dari Instans! terkait lainnya teniang
putusan terhadap lerjadinya penangkapan ikan secara lHegal cleh nelayan
kepada Dinas Perikanan. Hal ini penling sebab bagi nelayan yang ferbukli
melakukan kejahatan seharusnya direkomendasikan oleh Dinas Perikanan
Kabupaten Selayar ke Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan untuk
dicabut IUP-nya.

Oleh karena Hlu dalam masa yang akan dalang harus ada
pembenahan yang serius, lerulama Pemda Selayar unluk melihal secara
realistis polensi sumber daya alamnya, sehingge diharapkan punya
perhatian untuk memberikan prioritas hagi‘pengembangan sektor kKelaulan
dan perikanan di daerahnya. Langkah nyata yang diharapkan antara lain
berupa pengadaan sarana dan prasarana bagi pengembangan seklor

lersebul.
Akhirnya Natsir me nyimpulkan bahwa yang terpenting dari semuanya

aparat yang bersih dan berwibawa, dan itu kembali kepada

adalah perlunya
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pribadi masing-masj :
J-Masing. Apa yang diungkapkannya tersebut tentunya terkai

dengan berbagai ha| lermasuk

mengenai pengangkatan pegawai dalam
lingkup peri
gkUp perikanan dan lembaga yang terkait. Pola lama sudah saatnya

ditin ii
9galkan seiring dengan tumutan reformas total yang diserukan

mahasiswa.

. Upaya Kepolisian Resort {Polres) Selayar

Sama hainya dengan Dinas Perikanan, Polres Selayar juga mengha-
dapl persoalan yang tak kalah rumitnya dalam posisinya sebagal ujung
tembak penegakan hukum di wilayah Hukum Kabupalen Selayar, lermasuk
di wilayah perairan, Kendala itu antara lain fidak adanya kapal alau
speedboat yang dimiliki oleh Polres Selayar untuk melakukan fugas
cperasional penegakan hukum di wilayah perairan, ditambah lagi dengan
minimnya personil Reserse yang hanya berjumiah 16 orang.

Kendala lersebut menyebabkan Kasal Serse Polres Selayar,
Lukman lebih menekankan pada upaya pembinaan terhadap masyarakal
untuk bisa menjaga kelestarian Iingkungan:wa. Kemudian dalam melakukan
patroli pengawasan mereka terpaksa bekerjasama dengan pihak-pihak yang

mempunyal kapal dan uniuk mengatasi kekurangan personilnya ia

menempuh alternatif dengan patroli gabungan yang melibatkan unsur-unsur

lain misalnya anggota Poires dari Saluan Sabhara.

Pilihan Lukman tersebut sangal tepal mengingat dalam teori

kejahatan terkenal faktor N dan K. N adalah nial, dan K adalah kesempatan.

4

=t S T W
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Kalau niat
al ada Kesempatan mudah dicari-car| sellap wakiu, apalagl dengan

b s
anyaknya kendala yang dihadapi oleh pihak keamanan sebagaimana

dipaparkan di atas. Akan telapi kalau niat ity tidak ada, bagaimanapun

kesempatan itu ada untuk melakukan pemboman atau pembiusan ikan, toh
tidak akan terjadi juga.

Bentuk pembinaan yang dimaksudkan Lukman adalah dengan
memberikan pengertian-pengertian melaluyi penyuluhan kepada masyarakal
tentang bahaya yang diakibatkan oleh pemboman dan pembiusan ikan serta
penangkapan lkan ilegal lainnya. DI samping itu Juga memberikan pelatihan-
pelatihan bekerjasama dengan instansi terkail tentang cara penangkapan

lkan tepat guna tanpa harus melanggar dengan hesil tangkapan yang

maksimal.

Sementara itu Kapolres Selayar, Hadi Suloyo mengungkapkan
bahwa bentuk penangkapan ikan secara llegal di Kabupaten Selayar
dominan adalah penggunaan bom alau handak dan pembiusan dengan
menggunakan bahan-bahan yang mengandung zianida,

la mempersoalkan adanya dualisme mengenai penyidik dalam hal
terjadinya tindak pidana di wilayah perairan. Yang dimaksudkannya adalah

penyidikan oleh Polri dan Tentara Masional Indonesia Angkatan laut (TNI -

AL), Dalam UU No. g Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1

Butir 1 menyebutkan : Penyidik adalah pejabal polisl Negara Republik

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

Indonesia atau pejabal
undang (UU) untuk melakukan penyidikan.

khusus oleh undang-

-

o e
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Selanjutn i
Jutnya dalam PENjaberannya ada beberapa UU yang kurang

representalif
P It sehubungan dengan kodifikasi sehingga periu pengkajian

secara akademis lebijh lanjut.

Ketentuan di atasiah ¥ang menurut Hadi menjadl acuan pihaknya
dalam melakukan penegakan hukum di wilayah laut, di samping ketentuan
dalam UU Darural No. 12 Tahun 1951 LN 1851 - 78 fentang Larangan
Senjata Api dan Bahan Peledak serta UU No. § Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (UU, KSDA). Dalam UU.
KSDA disebutkan bahwa penyidk dalam masalah KSDA adalah
sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Tentunya yang berwenang di sina
adalah Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Kemudian ada UU yang khusus mengatur masalah di perairan,

antara lain :

a. UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekenomi Eksklusif Indonesia {UU.

ZEE)
Pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa :
Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif

Indoresia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkalan Laul

yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

(TNI . pen)
b. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Pasal 31 ayat (1) menegaskan .
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Pejabat aparat | I
P Uf penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan

terhada
P Pelanggaran ketentyan undang-undang ini di perairan Indonesia

adalah pej - .
Pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayal (1)

Undang-U
g-Undang Nomor § Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekskiusi

Indonesia.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, pejabat yang berwenang .
adalah Perwira TNl - AL, Ketentuan ini pula yang sering menjadi acuan dari |
pihak fertentu bahwa yang berwenang melakukan penyidikan di wilayah
perairan hanya Perwira TNl — AL. Padahal menurut Hadi, kalau melihat lsi

UU No. 20 tahun 1982 fentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlahanan .

Keamanan Negara Republik Indonesia (UU. Hankam), telah diatur tugas g |
o |
dari mﬂsi“g-maﬁing ﬂnﬂhalan dan Polri. Pasal 30 UU Ini menjelaskan ; o I

(1) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bertugas : |
a.Selaku penegak kedaulatan negara di darat mempertahankan '
keutuhan wilayah daratan bersama-sama dengan segenap -
komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya ; |
b.Mengembangkan polensi naslonal menjadi kekuatan
pertahanan keamanan negara di daratan | d
c.Menjamin keamanan segala usaha dan kegialan dalam rangka -
hal sebagaimana dimaksud huruf @ dan huruf b ayat (1) pasal -

ini.
(2) Tentara Masional Indonesia Angkatan Laut berfugas :

a Selaku penegak kedaulatan negara dl laul memp_ertaharﬂcan
keuiuhan seluruh perairan dalam yurlsdiksi nasional serla .
dungi kepentingan nasional di dan atau lewal |aul
persama-sama dengan segenap komponen kekuatan !
pertahanan keamanan negara lainnya | )
b.Mengembangkan potensi  nasional m:e_nja.di kekualan o]
'pgnahanﬂﬂ keamanan negara di bidang maritim ; ;
¢. Menjamin keamanan segala usaha dan kegialan dalam rangka
hal sebagaiman

ini.

melin

a dimaksud huruf a dan huruf b ayat (2) pasal
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Pejabal aparatyr
PeNegak hukym Yang berwenang melakukan penyidikan !

terhadap pel
P Pelanggaran ketentuan undang-undang ini di perairan Indonesia

adalah pej v
Pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan datam Pasal 14 ayal (1) .

Undang-
ng-Undang MNomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonoml| Eksklusif
Indonesia. ,
|

Berdasarkan kedua ketentuan di alas, pejabal yang berwenang
adalah Perwira TNI = AL, Ketenfuan ini pula yang sering menjadi acuan darij
pihak lertentu bahwa yang berwenang melakukan penyidikan di wilayah
perairan hanya Perwira TNI — AL. Padahal menurut Hadi, kalau melihat Isi
UU No. 20 tahun 1982 fenlang Kelenluan-Ketenluan Pokok Perlahanan ;' !'
Keamanan Negara Republik Indonesia (UU. Hankam), telah diatur tugas 4
dari masing-masing Angkatan dan Polri. Pasal 30 UU ini menjelaskan :

(1) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bertugas :
a Selaku penegak kedaulatan negara di darat mempertahankan
keutuhan wilayah daratan bersama-sama dengan segenap
komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya ;
b.Mengembangkan polensi nasional menjadi  kekuatan
pertahanan keamanan negara di daratan ; J
¢.Menjamin keamanan segala usaha dan kegialan dalam rangka |
hal sebagaimana dimaksud h:rrur a dan huruf b ayal (1) pasal |
jonal Indonesia Angkatan Laut bertugas :
@) Z"’_’gﬁfgf a;enegak kedaulalan negara di laut mempertahankan
keutuhan seluruh perairan dalam yurisdiksi nasional serta
melindungi kepenitingan nasional di dan alau lewat laut ,
bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan

ini.

keamanan negara lainnya ; | | ;
ertghanan potensi nasional menjadi  kekuatan : ‘ |

mbangkan :
blmi?g:anan lu:gaamanan negara di bidang maritim |

pe amanan segala usaha dan kegialan daiam rangka

imaksud huruf @ dan huruf b ayat (2) pasal

¢. Menjamin ke
hal sebagaimana d

ini.




b.Mengembangkan p&r:fhm]a” keamanan negara lainnya ; Lo
periahan Polensl  nasional menjadi  kekuatan
. Meniam:::eamanan negara di dirgantara i
sibaa amanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka
@ I{Epulisigaana“E dim aksud huruf a dan huruf b ayat (3) pasal ini.
8 Bikics ?Qiara Republik Indonesia bertugas
-menin kE:: negara penegak hukum memellhara seria ;
: gratkan fertib hukum dan bersama-sama dengan I
“genap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara
lainnya membina kelenteraman masyarakal dalam wilayah
Negara guna mewujudkan keamanan dan kelertiban
masyarakat ;
h.Me!akﬂa_nakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam
memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakal i
hagrtqgal;nya ketenluan peraluran perundang-undangan : ' I
c.Membimbing masyarakal bagl terciplanya kondisi yang :
menunjang lerselenggaranya usaha  dan kegiatan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (4) pasal ini, 4

Berdasarkan keleniuan di atas, Hadi berpendapat bahwa : ¥

Pemahaman kedaulalan di dalam penjelasan undang-undang itu
adalah kewibawaan pemeriniah. Jadi, sekarang dengan melihat fakla
di lapangan, seringkali pelaku pemboman dan pembiusan lkan ilu |
adalah nelayan yang sekadar mencukupi kebutuhannya. Bahkan |
kadang mereka lerdesak akan melakukan pesia semenlara dana _
untuk acara tersebut tidak ada. Hal-hal seperi In_| kadang yang _ |
menjadi pendorong mereka melakukan tindak gldana IET*.EL"“L
Walaupun ini secara yuridis tidak dﬂibenarlran dan ilegal, tapi itulah |
realita dalam masyarakat Kia. MNah, apakah yang seperti Inl sudah ]
bisa dikategorikan mengancam kedaulatan negara. Inl yang perlu I |
dipahaml, sehingga relevansi prap_ursfnrml aparal kita (TNl - AL : l
n) 3;“'; mestinya bertugas menjaga kedaulatan negara tentunya ,
reerlaluyjauh kalau harus aclion terhadap nelayan-nelayan yang seperti
itu.
(Wawancara, 24

Fabruari 2000) '

yan Kem t sangat beralasan, sebab dalam ‘
ukakan Hadl fersebu
Apa yang dike !

ditegaskan bahwa Polri adalah alat negara

UU. Hankam sendiri sudah
angkan keliga angkatan lainnya mempunyai wewenang

penegak hukum, sed
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yang berkenaan dengan kedg ulatan negara, Apalagi
Palri, hal

pasca pemisahan THI-
mana m N
EH‘EPEHEQﬂﬂ Pemisahan lugas antara TNl dan Polri. Jadi

seyogyanya upaya penegakan hukum dikembatikan kepada proporsinya,

dalam hal Inl menjadi wewenang Poiri. Dan mengenal LU, ZEE dan LU,
Perikanan yang dalam Prakleknya ternyata menimbulkan polemik terutama
dalam pelaksanaan lugas Polrl sebagai aparatur penegak hukum dan TN
sebagai penjaga kedaulatan secepalnya harus dilakukan revisi agar di masa
yang akan datang persoalan seperti itu tidak timbul lagi.

Kapolres Selayar juga menjelaskan kesultan Polrl dalam hal
menuangkan pelanggaran UU. Lingkungan Hidup (UULH) sebab hal
tersebul harus dibuktikan secara forensik untuk mengetahul prosentase
kadar pencemarannya. Tambahan lagi belum adanya penelapan ambang

batas pencemaran melalui Peraturan Daerah (Perda) sebab ambang balas

pencemaran fu ditentukan oleh masing-masing daerah, membual

pembukiian lersebut semakin rumil. Hal ini disebabkan karena lidak bisa

dijelaskan apakah pencemararn tersebut sudah melewatl ambang batas atau

tidak.
Mengenai future planning action Polres Selayar ferutama
sehubungan dengan pola baru pembangunan yang akan menitikberatkan

kelautan dan perikanan serta dalam rangka otonomi daerah,
e

pada sektor

hadi menjelaskan
5 tidak bisa mandiri dalam waklu dekat,

tuny |
Polres Selayar ten n fasilitas kedinasan karena perlu sarana
ferutama darldﬁ:r%' g::;,ir:?ﬂsedanﬂkﬂn kemampuan kita ya, hanya
yang besar




alaupun angg;:;n F;lmplnan untuk bisa mendapatkan dukungan
laut, sebab kita sﬂ? fanan iransportasi, dalam hal inj transporiasi
Kemudian dengan k arang ini memang tidak punya sama sekali.
darl Pemda terulaI:Ins'ﬁ]:1 otenomi daerah diharapkan ada dukungan
sumber daya ala o dalm hal penyelamatan dan pelestarian
melihat kendal lm laut yang merupakan aset daerah. Dengan
sehinaga g Brsa_hut. !"u_llas Selayar belum bisa berbual banyak,
Embﬁ?ﬂ yang masih diprioritaskan dalam wakiu dekat adalah
p an nelayan sehingga para nelayan itu dapal menjaga dan
memperlahankan kelestarian lingkungannya
(Wawancara, 24 Februari 2000) '

Untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakal nelayan Poires
Selayar memberdayakan para aparatnya di kepulauan dalam rangka ikut
serta berpantisipasi dalam upaya pelestarian potensi kelautan dan perikanan
yang dimiliki Kabupaten Selayar. Jadi unluk sementara waklu Polres
Selayar harus meningkatkan kerjasama dengan Pemda dan inslansi terkail

guna bersama-sama melakukan pengamanan sebagaimana diungkapkan

Hadi lebih lanjut

sudah menyampaikan bahwa yang mminﬁ:hpﬂ”sll' ienjala
a, manusia yang sanggup untuk menderita ada, linggal sekarang
gﬂgngan dari ~il'rﬁ*ls:a\\n-rist!':a*r'r instansi samping. Kalau Kkila :l!luntui
kapal, ya memang kita tidak punya. Masa anggola saya I-'I'Iau-dmuruh
her&n'ang ke laul, kan tidan mungkin. Jadi fasilitas kapal itu biasanya
diperoleh dengar; melakukan patroli gabungan bersama persinil dari
I{EDA alau menumpang ke kapal angkutan umum dan masyarakal
ang punya kapal.
?wainﬂm, 24 Februari 2000)

| sinyalemen keterlibatan aparat Polres Selayar dalam

Saya

Mengena
kapan ikan secara ilegal, Hadi mengungkapkan bahwa dalam era
penangka

memang masyarakal su
2di konsumsl warung-waring kopi. la sendiri

dah berani menyuarakan apa
reformasi sekarang

yang dulunya hanya meni

n begitu jauhnya pema

haman hukum antara pihaknya

mengungkapka




50
dengan masyarakat

Bahk
a8h bukan Saja dengan Masyarakal, sesama

aparal pene L
P Penegak hukum sengi Sering terjadi perbedaan pandangan yang
terlinat i

dari Seringnya suatu berkas dari penyidik dikembalikan maupun

begitu banyaknya sualy perkara yang dituntul beberapa fahun oleh

Penuntul Umum diputus bebas ojeh hakim. Kesultannya adalah karena

seringkali masyarakat menuntut penyelesaian suaty perkara, padahal bukti-

bukli tidak ada. Jika itu dipaksakan, untuk diproses yang menanggung

resikonya adalah pihak kepolisian, antara lain dengan tuntulan praperadilan.

. Upaya Pemerintah Daerah (Baglan Perekonomlan)

Untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya penangkapan ikan
sgecara ilegal yang berpengeruh pada kelestarian lingkungan laut di
sekitarnya, Pemda Selayar telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Pembinaan
Pembinaan dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan

kepada para nelayan agar dapal berparlisipasi menjaga kelestarian

lingkungan lautnya dengan memherih:ar] penjelasan lentang pentingnya

kelestarian lingkungan laul dan bahaya pencemarannya. Di samping ilu

Juga memberikan pElEIihﬂﬂ—PElaﬂhﬂn untuk menguasai melode tepal
unfuk melakukan penangkapan ikan yang efeklif dengan hasil
guna

gkungan.

an lin
maksimal tanpa melakukan pengrusak
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b. Pengawasan dan Pengendaiian
Pengawasan d |
an pengendalian yang dilakukan oleh Pemda Selayar

terulama di
diarahkan pada lokasi-lokasj yang merupakan daerah

konservasi, dalam hal inj TNLTB. Dalam melakukan

pengendalian lersebu

pengawasan dan

Femda Selayar melakukan kerja sama dan

koordinasl secara terpadu dengan Instansi terkall lainnya seperil pihak

KSDA, Dinas Perikanan, Polres Selayar, Kodim Selayar, Kejaksaan dan

Pengadilan negeri Selayar.

Adanya keluhan tentang tidak adanya sarana transportasl dalam
melakukan pengawasan dan pengendalian seperli dikeluhkan oleh
Kepala Dinas Perikanan dan Kapolres Selayar dijawab oleh Kepala

Bagian Ekonomi Pemda Selayar, Nur Halig |

Sebenarnya kapal pengamanan ada, kapalnya KSDA kan bisa
dipakal. Cuma kelau maunya setiap Instansi punya kapal untuk
operasional, tertalu banyak anggaran yang kita perlukan. Ideainya
kan kalau satu instansi sudah punya kapal, I saja yang krtai
manfaatkan sama-sama, misalnya dgengan melakukan pairol

secara terpadu. _
(Wawancara, 23 Februari 2000}

Mengenai lidak adanya Perda yang dikeluarkan oleh Pemda

Selayar untuk mengatur pengelolaan fingkungan laut, Halig menjelaskan :
i luarkan Perda tenlang
4 i pamda Selayar lidak menge
Sampal ja.aal ini sp:hah sepelum adanya UU. Hu.ﬂzwl'a:::n :rﬁii
laut perikananh Se_ o oh pemda tidak diberikan wewen k!} .
tentang Dlumjrlann?a tidak ada batas-batas laut untu daera
?eenr;glﬁ:r?ruffrﬂu. 72 Tahun {19499 tersebut.

(Wawancara., 23 Februafi 2000)




BAB Y

A Kesimpulan

1. Sanksi yang diterapkan oleh Pengadijan Negeri Selayar terhadap pelaku

penangkapan ikan secara ilegal sangat rendah jika dibandingkan dengan
ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang. Rendahnya putusan
tersebul diawali dari rendahnya tuntulan yang diajukan cleh Penuntut
Umum. Hal ini menyebabkan penerapan sanksl tersebul tldak efektir,
sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakal umum.

2. Pemerintah Kabupalen Selayar belum bisa melakukan upaya untuk
menjaga kelestarian lingkungan perairannya secara efeklif dan maksimal
disebabkan kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan penga-

wasan, disamping itu kurangnya koordinasi dan komunikasi antara instansk

instansi terkail dalam masalah jersebul semakin mempersuiil upaya

penanggulangan dan pencegahan terjadinya tindak pidana tersebut.

&

B. Saran

daknya melakukan perubahan kebljakan pembangunan
nda

polensi sumber gdaya alam yang dimilikinya

1. Pemda Selayar he

dengan melihal secara realistis

seklor kelautan dan perikanan
i ada pembangunan
dengan menitikperatkan P

i daerah.
dan seiring dengan tuntutan olonom

B 1a




kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana ki

niuk me

mengulangi perbuatannya |agj, pengadilan  sebaiknya menjaluhkan

hukuman maksimal bagi mereka, tentunya dengan tidak mengurangl rasa

keadilan masyarakat,

. Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara berbagai
Instansi terkait dengan masalah perikanan di kabupaten Selayar sehingga
semua pihak saling mengerti kemampuan dan kendala yang dihadapi
instansi lain dalam melakukan tugasnya dan bukannya saling melemparkan

kesalahan.
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SURAT  gmyp

Huos Wiy, HANGAN

D10, T 4.0

Yang bertandg tangan ai bawah ini
o B . )
quatﬂ :r-Ep.I{KﬂE.ﬁU,-‘ﬁuH.
B el =
: i ¥akil Ketua Pengadilan lHegeri Selain
menerangkan banwg :
N amag

PSS INR AW G

m il

Lempat/T'gl.lahirs Cempa, 2 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki

Instansi /Peker-;
J ELETL .
Al amat

Man. Fak. Hykunm UNHAS Wakassar.
? Komp. Unhas Tamalanrea Blk.BG/54 la-
kassar.

sehubungan dengan surat Kepals Kantor Sosial Politilk Kabupaten

Selayar tangsal 1S Pebruari 2000 No.070/60/KS5P/I1,/2000 yanz di-

dasgarkan Dada surat dari Cub,KDE Tk.I S5ul88el Up. Kadit Sospol il

Ho.0T0/450-111 /D57 tgl. 16 Pebruari 2000, perihgl Keterangan

Izin Tenelitian ain. SINIAAG, dalam rangksa penyusunan ekripsi

Sdr. SINRANG, yang herjudul : PENERAPAN SAVKSI PIDANA TERHADAP

PEVAGKATAN I1KAR SECARA ILEGAL OLEH NELAYAN DI KABURATEN SELAYAR,
Selan jutnya kemi meneranhkan bahwa Sdr. SINRANG terse-—

but telah mengadekan penelitian den telah diberiken bantuan yan,

diperlukan untuk penyusunan skripsinga pada Pengadilan Negeri

Selayar.
I

emikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergu-




” DrDINAS PE
- Samratulang No. 24 Telp. (0414) 21208

BENTENG

PEMERINT A
VIERINTAH KABUPATEN sErAyaR
RIKANAN

SURAT KETFERANGAN

Neo.BO9/a /1-7/1T /2000,

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Selayar meneranglan bahwa

MNanm T Sinrang.
Stb 1 9502001,
Alamat ¢ Komp.Dosen UNHAS Tamalanrea BG/S4.

telah melakukan Penelitian pada Eantor Dinas PEH]{EI'.IBII.EEIJI.IPH:EIII Selayar,
untuk Penyusunan Skripsi dengan judul : “ Penerapan Sanksi Fidana Terhadap

Penangkapan Ikan secara llegal oleh MNelayan di Kabupaten Selayar.”

Demikian Surat Keterangan im diberikan kepada yang bersanghkutan untuk
dipergunakan sebagalmana mestinya.

Selayar,22 Pebruari 2000

KEPALA DINAS PERTKANAN
KABUPATEN SELAYAR,

Tembusan kepada Yth LINHAS Makassar:
1. Dekan Fakultas Hukum
1. Sandara Sinrang.

3. Arsip.
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yang bertanda tangan di bayap ini,

Jat penerangkan bahwa: Kepala Kepolsian Resort Se-

fama ] t SINRANG

rampat/Tgl. Lahir : CEMPA, 2 DESE

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI S

peker jaan : MAHASISWA FAK,

TR At : HUKUM UNHAS MAKASSAR

KOMP. UNHAS TAMALANREA BLOK BG/54 MAKASSAR

deh melakukan penelitian di Polres Selayar, berdasarkan Surat Bupati
dupaten Selayar Nomor: 070/60/KSP/II/2000, tanggal 19 Pebruari 2000
wihal keterangan izin penelitian atas nama SINRANG, dalam rangka
gyusunan  Skripsl dengan judul "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP

HANGEAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH HELAYAN DI KABUPATEN SELAYAR™.
. il

pemikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai
M2 mestinya.

Benteng, 24 Pebruari 2000 s

AT EPOLISIAN RESORT SELAYAR,
o 8
)
LA P y
KEPALA (¥ Ll
i m s. HADI SUTOYO
Ilh.'lﬁﬁn x - A o i
o *k,’ YOL POLISI NRP. 57070875
f 3t

y Dekan Fak, Hukum Unhas Makassa i
“Bpati Kabupaten Selayar

= - =
| T————— LDl ol
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o, KEM Ry No, 27 Tlp. 21003 IPATEN
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Benteng, 25 Pedrnari 2000

SURAT KETERANGAN

Nomor :ov0/86 fE/ao00) ERang

M cnsay; f::!u.ml Kepala Kaotor Sosial Polink Rabmpaten Selayvar
Nomor : 070 ¢ 60 / KSP 7 T / 2000 tangeal 19 Pebryari 2000 perihal
Keterangan lzin Penelitian An. SINRANG maka kami selakn Kabag
Perskonomian menerangkan bahwa s

Nama  SINRANG

Tempat ! Tel Lahir @ Cempa, 2 Desember 1975

Jenis KEelamin © Laki-laki

Instansi / Pekerjaan : Mahasiswa Fak, Hukom UNUAS M akassar
Alamat - Komp. UNHAS Tamalanrea

Blok B 6 ¢ 54 M akassar

Telah melaksanakan penclition  pada  Bagian  Perckonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Selayar dalam rangka penyusunan sknpss vang
berjudul : PENERAPAN SANKE! PIDANA TEEIH_'-l'D_-iF
PENANCKAPAN [RAN SECARA [LEGAL (OLEN NELA VAN NI

KABUPATEN SELAVAR.

Demikian surat ketcrangan ini  dibual watuk  digerganakan

seperlunya.
- KADAG. PEREKONOMIAN
T SETDA KAB. SELAYAR

5, . W -

e 4 NUR HALIO
o mﬂl : Panala Mud: Tk. 1

——



LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 46, 1985 ADMINISTRASIL. PERTANIAN. WILAYAH. Eko-

nomi. Pelabuhan, Perikanan. (Penjelasan  dalam
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indongsia
Nomor 3299 ).

UNDANG-UNDANG REPUBLIE INDONESIA Il
NMOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YAMG MAHA ESA

Presiden Rﬂpublik Illdunesia,

Menimbang :
a. bahwa perairan yan -
; ikon
blik Indonesia dan Zond LLLU atensial ¢
smber days s e fl;glaaﬁzl ilcll'lbiillE'.Llnrm uniu
[ L u al L
manlaatnya schagat wran rakyal; ,
ook B 1}’ 1 kescjaliteraan dan kemaKr pan nasional dengan YESARS:
enlepels ka pelal-:s:lrlﬂﬂn chb%ngu m dilakukan sebaik-baik-
% siiny dtam S8 | Jaan gumber tl:-l','f'!i ikan pet cian [gatannyd denpan |
B Higaotars PO jﬂ:m dan pcn:ura:aallldm_m F:unmgkatan taral hidup .
nya berdasarkan ke cesempatan keO2 dan | . kelestarian sumber
mengutamakan perluasan an keeil sertd oebinaly
; > etant |
bagi nelayan dan P

i : Repu-

kan bagian terbesar wilayah Megara Rej ‘
g i Ek.sk]psjl" Indonesia mengandung |
: an penting arti, perinit, dan I

k menpupiyakan
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; ,_;I--’ﬁ*a_h__..

daya ikan dan lingkun (‘ggﬁﬁ_’ﬁ,ﬁ--_‘
i arn . e B aa
nasional; Eaya yang akan meningkal %W“ n
babhwa peraturan Perundang-undan \{j’ "":.é?pz

- ; n di bi Tl o
sampai sckarang kurang luas jﬂngll:g:uami:;d:;;? ET[;“;“HH e
ng

pung perkembangan keadaan serta k
ebutuhan pembanpunan p
nya dan pembangunan hukum nasional pada ]-:',hu;usnia m]é:zzau;:l:;tll
! reti-

dang |:u:r|u. untuk menetla
kan h-:Lr:.nl.uan-kctt IRFE H
il undan P nivan bare dalam bentuk.

mampuy menan-

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.

Dalam Undang-undang it
ki

2.

4

3.

. Pengelolaan sumber daya i

. Pemanfaatan sumber

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

: i dengant
1i yang dimaksud e
Perikanan adalah semua kegiatan yang perhubungan dengan pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya ikan;

Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan hain-
umber day

nya, ua upaya yang bertujuan 2gar

kan adalah SCT% ' berlangsun
ber daya ikan dapal Jimanfaatkan sccara optimal dan nEsung
sumber daya ikan

lerus menerus; penanghkapan ikan dan/

daya ikan adalal kegialan

: n ikan; an alau padan hukum
atau pcnlbudrdﬂ}’a“ semud ysaha perorang

Usaha perikanan aqdalah

E———— L




10.
Il
2.

13.

14,

I8,

. Alat penangkap ikan adalah sarana

. Kapal perikanan adalal kapal atay

g pﬂﬂEEn'naran lingkungan sumber daya

1985, No. 46
Lt:'lf.l.lk Il]cl]“llgkup atay memby
ayimpan, mendinginkan -
|:il:r|;mgkap;m ikm? ml“?a;:tﬂ;.:;il::;iawc[k::m ikan
lkan di perairan yang tidak dalam kuaizgg 55
cara apapun, termasuk kegiatan bt n di
mual, menganpkut Menyimpan, mend
awelkannya,

didayakay ; ;
Yakan jkan, Crmasuk kepistan nie-

Luumk tuan komersial;
ll:]llu'lil'l. Untuk memperolel
L:mhdu]__,ra kan dengan alat atay
Ime_nggunaknn kapal untuk me-
Mginkan, mengolah agay M-

dan Pﬁﬂtllg!{apuu atau benda-bends
nangkap ikan:
. Perahu atau alat apung lais

_ B LnEnOya yvan
dipergunakan HIIHUk melakukan Penangkapan ikan, termasuk u::tuE
melakukan survai atau eksplorasi perkanan: |

lainnya yang dipergunakan untuk me

. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan

danfatau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkap-
an ikan:®

Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pem-
budidayaan ikan;

Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan lempat kehidupan sumber
daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan
dengan makhluk hidup, zat, energi danfatau komponen lain zkibat per-
buatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tdak
berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang me-
manfaatkannya,

Kerusakan sumber daya ikan ad
sumber daya ikan yang dapal mem
lokasi perairan tertentu yang diakibal

badan hukum yang telah menimbulk

' ' aya ikan;
1 i i atau daur hidup sufhber daya ikan; _
hidap sl ikan adalah masuknya atau dima-

danfatau komponen lain ke dalam

alah terfjadinya penurunan potensi
bahayakan kelestarannya di suatu
kan oleh . perbuatan seseorang atau
an pangguan sedemikian rupa ter-

sukkannya makhluk hidup, zat, encrgi T ] ahii
Ii”EJﬂEMHIEE::n sumber daya ikan sehingga o Iulgi:;:;lf;:”ﬂulljr;t;;ngi’;
tkan turun sampai tingkal (erteniu yang memny

' i lagi sesual
sumber daya ikan menjadi kurang 2(at lidak dapat berfungsi 1ag
dengan peruntukannya;

Kerusakan lingkungan sumber da
N sumber daya ikan di suatt lo

dalah suatu keadaan lingkung-

ya ikan 2 tu yang telah me-

kasi ptrairan lerten
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apralami perubaha : sy o "

: fung } e fisik, kinviawi dan ayati, sely :

perfungsi sebagai tempay Wdup, mencar:  Sehingpa tidak atay Kurang
I i

berlindung sumber daya ikan ka FMagan, h”k‘:lhl}mlg biak atau

. TN tena telah meng; i
mupa sebag npalami p : :
kian rupa scbapgai akibat pecbuatan 5¢5CDI‘JI1E;;:3LE: badl E]lniguarl sedemi-
4an hukuim;

17. Pemerintah adalal Pemerintah Republik Indones
nesia;

8. Menteri adalah Menteri yang E:-r:rlan[-'.nung Jawab i bidang perikanan
a Bl.

BAB 11
WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi ;

2. Perairan Indonesia; _

b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah
Republik Indonesia;

¢. Zona Ekonomi Eksklusifl Indonesia.

BAD LI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 3

dalam wilayah perikanan Republik Indo-

1} Pengelolaa ber daya ikan .
(1} Pengelolaan sum ¥ manfaat yang sebesar-besarnya bap

nesia ditujukan kepada tercapainya
bangsa Indonesia.

(2) Untuk -mencapai tujuan schaganmind t ilan sccara terpadu dan
rintah melaksanakan ]mngt:iuiaan suuriber dayd

i ta lingkungannya
leraralh dengan melestankan qumber dayd ikan bescria ingRUnga

sia.
bagi kesejahieraan dan kemakmuran rakyat Indone

dimaksud dalam ayal (1), Peme-

Pasal 4

her dayd ‘kan, Menteri menclapkan
1t

" i u
Dalan melaksanakan penpelofaan s
elentuan-ketentuan mengendt -
|- ulatalat penangkapan ka0 ¢ dipenubi vleh

kapal perikanan
- ; qnp hard
4 Syaral-syaral tekns |1cnk:3nan Y
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dengan tidak MENBUrANG ketenqyqy,
berlaku mengenai kesulumumn
1. jumlah yang boleh ditangkap dag iww;

Holeh ditanglp: JENIS serta ukuran jkan yaig tidak
dacrah, jalur dan wakiu a1ay Musim
pencegahan pencemaran dap kerusakan, ref bili e
sumber daya ikan seria Iingl-:ungannyﬂ- e
penebaran ikan jenis baru: I
pembudidayaan ikan dan perlindungannya-
pencegahan dan pemberantasan hamy ser ;
hal-hal lain yang dipandang perly
sumber daya ikan.

I-'“: fitu;;u

1 per L
|]"::I-H-]r'ilran; [ I.HHJ:!FI[.‘ undanpa yang

I-TEI:'Iﬂng].mpnm

L~

dan peningkatan

ta penyakit ikan:
untuk mencapai tujuan pengelolaan

=~ =

Pasal §

Pengangkutan ikan hidup antar pulau di dalam wilayah Republik Inde-
nesia atau antara wilayah Indonesia dengan negara asing dikenakan ketentu.
an-ketentuan karantina ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal &

(1) Setizp'orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penang

kapan dan pembudidayasn ikan dengan menggunakan hghan danfa_mu
alat yang dapat membahayakan kelestarian swinber daya ikan dan ling

kungannya.,

(2) kegiatan penangkapan dan pembu
bahan danfatau alat sebagaimand |
pentingan ilmiah dan kepentingan fertentd fainny
dturan Permnerintah. :

didayaan ikan dengan menggunakan
Jimaksud dalam ayat (1) untuk ke-
a diatur dengan Per-

Pasal 7

ils kuk
{h Setiap orang atau badan hukum dilarang :]{:1]1[:};:
mengakibatkan pencemaran dan kerusakan
lingkungannya.
@ Ketentuan sebagaimana dima
Jang mengenai perbuatan Yrk

an perbuatan yang
daya 1kan dan/atiau

dak herlaku sepan-

1)
ksud Jalam ayat (1) g

dilakukan untuk kel
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G
penelitian dan kegiatan il
: miah g
merntal. Y3 yang diag,
dengan Peratueg
n Pe-
Pam] g

1) Untuk kepentingan j I
1) Pentingan ilyy Pengetahuan, kehug

- ’ -
perairan, Pemerintaly m
E E 1 .
Netapkan JENis tkan tertenty vang diling
imdung

danfatau lokasi .
i ettt [:cfa:ran lerteniy sebagai sualks erikan:
£ Jems ikan atay keadaay alam pcraira: tn 3"4;" e
Crmaksud,

} Dalam pengaturan & 1
o Pengaturan ketentyap sebagaimana dimaksyg dalam ayat (1)

A¥aan atau pelestarian alyn

BAB IV
PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 9

(1) Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh
dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum
Indonesia.

() Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan, sepanjang hal ter-

sebut menyangkut kewajiban Nepara Republik Indonesia berdasarkan
ketentuan persetujuan internasional atau hukum internasional yang ber-.

laku, !
Pasal 10

0 Seliap orang atau badan hukum yang melakukan _l-'sﬂhﬂ perikanan diwa-

Jibkan memiliki izin usaha perikanan. lainnya yang sifat usaha-

& Nelayan dan petani ikan kecil atav PH::' r;:ﬂ E:Encnuh.i kebutuhan hidup
Nya merupakan mata pencaharian untt usaha perikanan

sehari-harf tidak dikenakan kewajiban meiniliki 1Z1n
Sebagaimana dimaksud dalam ayat
3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimar
(2) diatue dengan Peraturan Pemen

1}
r:fa }dimal-:sud dalam ayal (1) dan ayat

ntah.

= a3
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| Pazal 1}

M Seliap orang alau badan bk,
bidang I}E_ﬂﬂﬁgk'ﬂ[mn atau
hinnya di wilayah periky
perikanan.

) Melayan dan petani ikan kegil yar
; : g melakukan -
udidayaan ikan ya Penangkapan i 1
: i }.Ilk diken: yang hanya untuk memenuhi kel i b B S
hari tidak dikenakan pungutan perikanan v hidup sehar-
(1) Pelaksanaan ketentuan sehagaimany din{a

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah,

Yang melakukgy
|u:mhudiﬂa:-,ra:m ikin :fi"1

nin Repullik Indonesi

usiha perikanun
AL ataw di perairan
@ dikenakan Pungutan

*

ksud dalam ayan (1) dan ayat

Pasal 12

(1) Kapal perkanan yang digunakan oleh warganegara Republik Indonesia
atau badan hukum Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di
dalam wilayah perikanan Republik Indonesia harus berbendera Indo-
nesia.

(} Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian serta kegiatan dmizh
lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia dan kegiatan penang.
kapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 13

Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan di dalam wilayah perikanan
Bepublik Indonesia yang tidak untuk tujuan komersial diatur pleh Mentern.

BAB ¥ i
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 14
an sistem informasi dan menyelengga-

penyebaran seluas-luasnya mengenal
jang pelaksanaan pe-

F':Tﬂtfil'tlah mgn}fﬁ] engpa rakan pembiﬂ 4

kan pengumpulan, pengolahan, d.ﬂn fia menun
Gilg teknik dan data pmdUkEi perikanan Ev usaha perikanan.
*lolaan sumber daya ikan serta pengermbangit
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_ Pasal 15
(0 Pemerintah membina dan mengenyhy
& = - o - 1 1 i i
lainnya di bidang Perikanan, 'gkan pencligiay dan kepiatan ilmia),
(2) Dalam menyelenpgarakan kegia
Pemerintaly dapat mengadakan
nal, lembaga internasional alau

Lan sebagaimang
kera samg deng

an lembaps s .
lembapa asing. oh Shesela nale:

Pazmal 16
1) Pemerintah |lml1}-'ﬂlcngga rakan pendidik ;
bimbingan di bidang perikanan, ikan, latihan, penyuluhan dan

(1) Dalam meclaksanakan kepjatan seha
Pemerintah dapat
kemasyarakatan.

: paimana dimaksud dalam ayal (I
mengikutsertakan masyarakat dan lembaga-lembapa

Pasal 17

Pemerintah mendorong, mengperakkan, membantu dan melindungi usaha-

nelayan dan petani ikan kecil terutama melalui koperasi nelayan danfatau
koperasi petani ikan.

Pasal 18

() Pemerintah membangun dan membina prasarana perikanan. -
() Ketentuan pelaksanaan mengenai pengadaan, kadudullmn, u‘;]@k::j
ngelolaan dan penggunaan prasarand perikanan sebagaimana dima

dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
L

binaan mutu
Pemerin tal) mengalur tata niaga jkan dan melaksanakan pem

hasi perikanan.

Pasal 20

ran atau pemasukan jenis ikan ter
ua

"'['trlll:rj Engﬂl
menctapkan larangan pe cdia.
1Erth_| dﬂl’[ atau ke “-"“E.}fﬂh Rgpﬂbhk [ﬂdﬂﬂ

dimaksud dalap ayal (1),.

46

Imeg
1ali



PENYERAHAN ypy

; Pasal 2
pyerahan sebagian urusay perikanay
"jggll. Daerah dan |'ﬁ¢ﬂ?].l'ik:l:|'|n}l' SRR il Pusag kcimda I

Cime-
i 1
I,Hin[ah. i Peratyran Pe-

Pasal 22

pmenntah Pusat  dapat Menugaskan kepady Pemering

ah Daernh uniuk
plsksanakan urusan tigas pembantuan di bidang perikana

.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDA LIAN

Pasal 23

I) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sum-
ber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan peng-
iwasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentvan
i bidang perikanan. .

W Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Lk bagaimana
: ia schagaim
&m"ﬂﬁipa di dalam wilayah perikanan chubfll’f'* {Iidru::i;ﬂiau sebagai-
hmis”d dalam Pasal 2 huruf a dan horul bme H"L::U}dir-'idanﬂ dengan
" dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) da:] P;fin?;a‘:j’aiﬂu tonda sebanyaks
\ " penjara selama-Jamanya 10 (sepulul)

s iah }
Yeknya Rp 100,000,000, (seratus juta TUP



1985, No. 46
10

| | Pagm| 95
Barangsiapa di dalay, wilayal

maksud dalam Pasgl 2 h

bidang penangkapan jks,

. dipidana denpan

2 ;js;]nd:] s::l_zarur?ik-t}.ltula}rnk.. Ma-lamany, s (lima) tahuy atau

il : ya Hpﬁﬂ.ﬂﬂn.nm (lima pulyly ; )

apabila dalam Rr:gfal:lnn}-a PUA jula Fupiah),
(tiga puluh) gros (on utan lebily apal bennotgy berukuran 30

b. dipidina denpap pidana Penjara selan;
bulan atau dends schanyak-ba
lima juta rupialy), dpabila gal
molor berukuran kurang dari 3

Perikanan Ro
Uruf g dan

1 lil.np:i 171

publik 1n
hurul melaky
" Sebagainan, dir

donesiy Sebapgaimang .

kan usaliy Perikanan i
Naksud dalam Pasal 10:

Hamanya 2 (dua) tahwy 6 {enam)
Myaknya R 25.000.000 —

M kegiatannys Mengeunakan kapal ber.
O (tiga puluh) gros ton,

Pasal 26

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan di
bidang pembudidayaan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 dipidana dengan pidana kurunpan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 — (lima juta rupiah),

z Pasal 27

(1) Baranpsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan bcrdas::zr:aﬂ::];s;éi
dipidana dengan pidana denda m:bnar:uj.-'ﬂl'i't’E”’a"”'k“":."f-H Rp SRR,
(dua pululy lima juta rupiah). - asarkan Pasal 20

(2) Barangsia pa melangpar ketentuan yang drtﬂtﬂﬁl‘_‘l“nh:"::;aiﬂm 000.—
dipidana denpan pidana denda schanyak-banyakny

(lima juta rupiah).

Pasal 28
a] 24 dan Pasal 25 ada-
(1) Tindak pidana scbagaimana Jimaksud dalam Pasa
0 lah kejahatan, dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal
Tindak pidana sebapgaimana
L pelangparan.

27 ada-

(dua puluh

i
e |
ik
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Pasal 29
Enua-hcﬂdﬂ yang dipergunakap
gna sebagaimana dimaksud gala ketenty
mE‘:sal 27 dapat dirampas untuk Negara 2

dalam ¢
in yang dihasilkan dard tindgk

a
Pasal 24, Pasgal 25, Pasal 26

pengsiapa melanggar ketentuan-ketenyan

ponomi Ekskdusif Indonesia dipidana sesuai b
lding-undang Nomor 5 Tahun
hipnesia.

gundang ini di Zong
dengan ketentyan pidana dalam

1983 lentang Zona Ekonomi Eksklusir

BAB IX
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 31

I} Pejabat aparatur penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyi-
dikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undangini di perairan
Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal
14 ayat I:]] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eko-
nomi Eksklusif Indonesia. _

R}Ptjahal pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan

L -1 1 | FIER
M- . RO R R R pnmlmlepmmanBams  puraree Eilspn nrl n

Pelangparan sceiball Lndang-undang . . _ |
) FE:-IE,EIEE penyidik pegawai nf:li;r:ri sipil tertentu di lt‘:ndang Pc“k:.lna:n ;:ﬁ

bagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena kewajibannya memp

kewenangan R

. m“"E"'ﬂ'ﬂﬂ laporan atau pengaduan dari s¢
pelanggaran ketentuan Undang-undgng ini .1

b. melakukan pemanggilan dan pemen I-:sai:;::r
pelanggaran ketentuan Undang-undang int,

" menggeledah kapal perikanan.
Nyimpan, mendinginkan dan m .
Bunakan dalam atau menjad tempa
tuan Undang-undang ini.

seqrang leniang adanya
erhadap tersanpka pelaku

gkutan dan tempal e

" idduga diper-
engawetkan ikan yang diduga he

elakukan peld ngraran ke

e

Yo,

tier

ak:

fur
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d. melakukan pPenyitaan ikan yang dihasilkan, alat-alat dan surat-surat !

yang dipunakan dalam miclakukan i _ .
lan yan I 2 .
lenluan Unda“gﬂndﬂnﬂiﬂi_ pe yang melanppar ke :

(4) Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilak-
sanakan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan
hukum acara pidana lainnya,

—_——

BADB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

. undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang
baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka :

2. Algemeenc regelen voor het vissichen naar PEI.IE]SC]I-E:'FIE!T, Farc]mﬂersc,he.l-
pen, Terpang en Sponsen binnen de afstand van nict r!'lcer dan drie
Engelsche zcemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad

fo !
Tahun 1916 Nomor 157), : _
b. Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand (Staatsblad

Tahun 1920 Nomor 396); .
¢ Alpemcene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Neder-

i Tahun 1927 Nomor 144);
} ke oo—— a‘ ht walvisschen binnen den alstand van
d.  Algemeene regelen voor de jacht op . i
I dric zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indic (Staa

1927 Nomor 145);

-

w
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e, Kcltm\!uan mengenai perikanan dalag Terdtoriale Zee en Mariticme
Kringen Ordonnantie (Staatsblad Tahwn 1939 Nomor 442), kecuali

kntcmuan-kclcr:!u;m Yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan
hukum di laut;

dengan scpala perubahannya, dinyatakan lidak berlaku lagi,

Paszal 34

[al-hal yang belum cukup diatur dalam Unidang-undang ini akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemeriniah.

Pasal 35
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan,

Apgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Un-
dang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia,

Disahkan di Jakerta
pada tanggal 19 Juni 1985
Diundangkan di Jakarta PRESIDEN REPUBLIK INDOMNESIA

pada tanggal 19 Juni 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA . :
REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

SUDHARMONO, 5.H.



